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PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR
JAYA PLUS TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,
bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hiiir Nomor 7 Tahun
2021 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilr Jaya Plus
Ternntegrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragin
Hilir tentang Mekanisme Program Desa Maju Indragiri Hilir
Jaya Plus Terintegrasi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Indragiri
Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembdentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2734);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 72014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 5587}, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Dsaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) ,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Neger. Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nemor
157);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
139);

il. Peraturan Daerah Kabupaten [ndragiri Hilir Nomor 7
Tahun 2021 tentang Program Desa Maju [ndragiri Hilir
Jaya Plus Terintegrasi(Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan > PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PROGRAM
DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA PLUS TERINTEGRASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
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Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disingkat dengan DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten [ndragiri Hilir.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas
adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam
melakukan permbinaan terhadap pemerintah Desa.

6.

Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Daerah.
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pclaksanaan tugasnya memperoleh
peimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

8.

Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Daerah.
. Lurah adalah pemimpin bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat10
Kecamatan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia.
Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan BPD.

Angparan Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, selanjutnya disingkat
APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Riau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Helanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa
adajah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus terintegrasi yang selanjutnya
disebut Program DMl1J Plus Terintegrasi adalah Program Pembangunan
dan/atau Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan mengintegrasikan berbagai program
péelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang dilakukan di tingkat desa
dan/atau Kelurahan, Kelembagaan dan mayarakat desa, serta lebih efisien
dalam penggunaan anggaran.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam)
tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangke waktu 1 (satu) tahun.

Pemberdayaan Masyarakat adalah suaiu strategi yang diinginkan dalam
pembagunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan
dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
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Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perdaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebyakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah
dan pnoritas kebutuhan masyarakat.
Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dan, oleh
dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendaltan,
pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil - hasil pembangunan
serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta
seluruh lapisan masyarakat.
Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik
dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan
pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
Partisipast masyarakat adalah peran aktif masvarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan
pengembangan hasil pembangunan.
Musvawarah perencanaan pembangunan di Desa adalah forum musyawarah
tahunan stakeholders desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun
anggaran berikutnya.
Pendamping adalah orang yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat
dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan
menjebatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di
desa.

Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping
dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan partisipatif didesa.
Fasilitator Kabupaten yang selanjutnya disebut Faskab adalah tenaga
profesional yang berperan sebagai supervisor alas pelaksanaan kegiatan
tahapan dan pengelolaan dana Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya di
Kabupaten Indragiri Hilir.
Fasilitator Masyarakat yang selanjutnya disebut FM adalah fasilitator tingkat
kecamatan dan tugasnya untuk memfasilitasi masyarakat dalam setiap
tahapan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya pada tahap sosiahsasi,
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam
membimbing Pendamping Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat atau
pelaku-pelaku Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya di desa dan
Kecamatan.

Pendamping Desa yang selanjutnya disebut PD adalah Fasilitator Tingkat
Desa dan tugasnya adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam setiap
tahapan Program Desa Maju Indragini Hilir Jaya pada tahap sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.

a

Kader Pemberdayaan Masyarakat desa adaiah kader pemberdayaan
Masyarakat yang bertugas untuk memfasilitas: proses pembangunan
desa/kelurahan, sesuai dengan asas dan prinsip pengelolaan pembangunan
partisipatif.
Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam
memecahkan berbagai persoalan terkait berbagai upaya peningkatan kualitas
hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
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Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga bentukan desa dalam
upaya membantu desa dalam pemberdayaan masyarakat.

a

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa merupakan lembaga
usaha masyarakat yang kedudukannya berada di luar struktur Organisasi
Pememntahan Desa.
Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah
lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan
dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau
antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah lembaga yang
dibentuk untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan
kescjahteraan masyarakat.
Rencana Kerja Tindak Lanjut yang selanjutnya disingkat RKTL merupakan
Suatu proses mempersiapkan secara sistematik kegiatan - kegiatan yangakan
didahulukan untuk mencapal tujuan tertentu.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemernntahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wiiayah dan
ditetapkan secara demokratts.

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ
adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses
pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah kiasifikasi
kesejahteraan rumah tangga didesa/dusun dalam kategort miskin.

Musvawarah Desa Sosialisasi yang selanjutnya disingkat MDSos adalah
pertemuan masyarakat Desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan
informasi Program DMIJ di Desa.

Musyawarah Desa Prontas Usulan yang selanjutnya disingkat MDPU adalah
pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas secluruh
gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok/dusun.
Musyawarah Desa Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MDKP
adalah musyawarah yang dilaksanakan kaum perempuan dan dilakukan
dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok
perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan
desa.

Musyawarah Desa Pertanggungjawaban yang sclanjutnya disingkat MDP}
merupakan Musyawarah Desa yang dilaksanakan untuk menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa,
PTPKD, Bendahara Desa dan TPK kepada masyarakat.
Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDST
merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh kegiatan kepada
masvarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan.
Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah Dokumen
yang memuat tentang perhitungan rincian kegiatan yang direncanakan akan
dilaksanakan oleh desa.



Pasa] 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi
Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Perangkat Daerah pelaksanaan ProgramDMIJ Plus Terintegrasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya mekanisme
pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi dalam melakukan integrasi
program dan anggaran pembangunan dengan memaksimalkan segala potensi
yang tersedia di Desa dan Kelurahan demi tercapainya percepatan pclaksanaan
pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup mekanisme Program DMIJ Plus Terintegrasi, meliputi ;
a. BABI! : Pendahuluan
b. BABII : Ketentuan Dasar
c. BAB UI Peran dan Pelaku
d. BABIV . Alur Tahapan Kegiatan
e. BABY : Kelurahan
f. BAB VI : BUM Desa

g. BAB VII : Skala Prioritas
h. BAB VIII : Pendanaan
1 BABIX : Kerjasama Desa

). BAB X > Pengendalian
k. BAB Xi > Penutup

Pasal 5

(1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Tertib administrasi pelaksanaan mekanisme Program DMIJ Plus
Terintegrasi menggnakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju
Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Indragiri HilirTahun 2020 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragir
Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 21 Desember 2022
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 21 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

tid

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 52

Al DENGAN ASLINYA
GIAN HUKUM
AB. iNHIL

SETD

Rembvet TK ((T¥i8)
NIP. 49760406 200501 4 009



LAMPIRAN |}

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG MERANISME PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAVA
PLUS TERINTEGRASI

A.

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang
KRebupaten Indragin Hilir memiliki luas 18.812.94 km? dengan daratan
seluas 11.605,9% km’. Darn daratan tersebut, 10.740.16 km* merupakan
dataran berawa dan dipengaruht oleh pasang surut. Dataran tingg: dengan
ketinggian 4+ meter di atas permukaan laut seluas 865,81 km? terdapat ai
Kecamatan Kemuning. Secara umum transportas: kedaerah daecrah dan
desa banvak ditempuh dengan melalui jalur transportasi sungal. laut vang
relatif mahal. Dengan heratnva kondisi alam im. permasalahan dan
tantangan dalam upayva mempercepat pembangunan wilavah dan
masvatakat di Kabupaten Indragin Hhilir harus menjadi perhatian senus
Secara admuinistratit, kabupaten ini terdir: atas 20 kecamatan dengan
Temiylahan sebagat tbu kota kabupaten. Letak kabupafen ini cukup
Strategis Vaitu sebagai pintu gerbang Provinsi Riau mengingat letuknva
berbatasan dengan Provins! Kepulauan Riau dan provinsi Jambi. habupaten
Indragir) Hilir juga memiliki banyak potensi alam, perkebunan vang sangat
lus.
Peniberdavaan mas\yarakat merupakan sebagal tndakan sosial dimana
penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat
perencanaan dan tindakan kelektif untuk memecahkan masalah sosial atau
memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdava
yang dimihkinya. Masvarakat miskin seringkah merupakan kelompok yang
tidak berdava baik karena hambatan internal dari dalam dinnya maupun
tekanian eksternal dam lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdavaan
masvarakat menjadi salah satu pilar kebyakan penanggulangan kemiskinan
terpenting., Kebyakan pemberdavaan masvarakat dianggap resep mutfarab
karena hasilnva dapat berlangsung lama. isu-isu kemiskinan pun senantiasa
eoeok diselesaikan akar masalahnva melalui pendekatan pemberdayaan
mas arakat,
Penanganan masalah kemiskinan selama ini didasarkan pada asumsi bahwa
kemiskinan merupakan fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnva
penguasaan terhadap sumber daya. Padahal sebenarnva fenomena
kerskinan sangal kompleks dan bersifat miiltidimenstonal. Masalah
kemiskinan ditandai oleh banvak faktor: misalnva kerentanar.
ketidakberdavaan, tertutupnva akses kepada berbagat peluang kerja. kondisi
fistk sang lemah akibat kurangnya gizi, tingginya tingkat ketergantungan
mereka dan terefleksikannva dalam budaya kemiskinan yang digariskan
satu generasi ke penerasi berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Indragin Hihr pada Tahun 2014 meluncurkan
Program Desa Maju inhil Ja.a hadir untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kesempatan kerja massvarakat desa dengan mendorong kemandtrian dalam
pergambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan vang berkelanjutan.
Dalam proses perjalanan DMIJ Tahun 2014 — 2018 masih terdapat beberapa
kekurangan, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilth berkamitmen
mensempurnakan Program sebelumnya menjadi Program DMIJ menjach
Program DMIJd Plus Terintegrasi.
Program DMIJ Plus terintegrasi merupakan wujud nvyata komitmen
Pernerintah khabupaten dalam hal int Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni

1
|



Bapak tt. Muhammad Wardan dan Bapak Syamsuddin Uti periode 2019 —

20223 membangun Indragin Hilir.
Lahirnva Program DMlJ Plus Terintegrasi merupakan wujud nyata dari dari
perhanan Pemerimtah Daerah yang lebih berfokus pada peningkaran kualitas
masvarakat Desa dan Kelurahan melalui pemberdavaan ekonomi vang
dimgadahi oleh BUM Desa. serta peningkatan kuahtas keagaaman masvarakat
miclalui gerakan satu Desa dan Kelurahan Satu Rumah Tahfidz. Program
[Mii Terintegrasi Plus bukan hanva meliputi proses pembangunan dan
pemberdavaan di tingkat Desa namun juga pembangunan dan
pemberdavaan di tingkat Kelurahan, hal ini untuk memastikan bahwa
pembiavaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
digunmakan sesuai dengan porsinya, yaitu untuk pelayanan sosial dasar vang
berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masvarakat.
Dengan disahkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Permermntah Repubhk Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tetang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nesa.
diperlukan penguatan secara sistematis kelembagaan vang ada untuk
menjalankan kebyakan pemerintah pusat dan daerah di tingkat kabupaten,
kecamatan, desa dan kelurahan.
Dengan beberapa perubahan dan penvesuaian dengan arah kebijakan
pemerintah kabupaten !ndragiri Hilir, maka pemerintah Kabupaten [ndragiri
Hilir menerbitkan Petunjuk Teknis Operasional Program DMIJ Plus
Ternntegrasi dan diharapkan dengan adanva Petunjuk Teknis Operasional ini
dapal menjawab kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

. Yasar tflukum
1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten

loaerah Tingkat [| Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang
Namor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
habupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2754};

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pernindang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [5
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Repubhk ‘Indonesia Tahun 2019 Namor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5495);

4+. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
iLembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014+ Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik {[ndonesia Nomor 5587),
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik [Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia 5679),

9. Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 123.
Tambahan Lembaran Negara Repubitk Indonesia Nomor 5539}

B.
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G.

10).

Vt.

LZ.

13.

14.

16.

sebagarmana telat diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor +7
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-
londang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717}:
Peraiutan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa vang
Bersumber Oan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Nepara Repubhk indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor &

Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Natmor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa vang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2016 Nomor 37, tarmbahan lembaran Negara repubhk
Indonesia nomor 5864):
Veraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengeiolaan
Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahin
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
AF 38),
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor #3}.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 201%
fomor 42. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
233):
Peraruran Presiden Nomeor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
_ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2014 Nomor 199}:
Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 20594):
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Normor 18 ‘Pahun 2019 tentang Peddotuan Umum
Pendampingan Massarakat Desa (Berita Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2019 Namor 12624}:
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomer 80 Yahun 2015) tentang
Fembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Vahun 2018 Nomor 157}:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2018 Nomer 61 5:

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomer 130 Tahun 2018 tentang
kepiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdavaan Masvarakat di Kelurahan (Berta Negara Republik
bicionesia Tahun 2018 Nomor 139);
Perariuran Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor 10 Tahun 201%
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018.
2023 |Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor
1),
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Peraturan Bupati Indragin Hihr Nomor 03 Tahun 2019 tentang Program
Desa Maju Incragin Hilir Java Plus Terintegras: (Berita Daerah
khatupaten indragin Hiltr Tahun 2019 Nomor 03}:

Maksud Program
Menciptakan kKesejahteraan dan penmngkatan ekonomi masvarakat.
pengeiglaan pembangunan dengan pronsip pemberdavaan serta karakteristtk
masvarakat vang agamis guna menciptakan Kabupaten Indragir Hilir vang
semakin maju, bermarwah dan bermartabat.

Cc

. Tujuan Program
Program Desa Maju Inhil Java Plus Terntegrasi vang selanjutnva disebut
DMI. Plus Terintegras: merupakan Penjaharan dari visi dan misi Bupati.
Tujuan umum Program DMIJ Plus Terintegras: adalah meningkatnya
kesejahteraan dan kesempatan kerja masvarakat desa dengan mendorong
kemandiman dalam pengambilan keputusan dan pengcloiaan pembangunan
yang berkelanjutan.

Tujyuan khususnva meliputy :

]. Meningkatkan partisipas: seluruh masvarakat. khususnya masvarahkat
maski dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan
perencanaan, pelaksanaan dan pelestanan pembangunan;:

2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan
mendavyagunakan sumber dava manusia dan sumber dava alam loka!
dengan mempertimbangkan kelestanannyva;

3. Mengembangkan kapasitas pemenntahan Desa dan Kelurahan dalam
memiasiitasi pengelolaan pembangunan partisipatif vang berwawasan
lingkungan;

4. Menvediakaun prasarana sarana sasial dasar vang dipriontaskan aleh
masvarakat:

3. Mendorong terbeniuk dan berkembangnva kerjasama antar Desa melalui
BA? dan BRAD,

6 Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upava
penangegulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan hidup.

Keluaran Program
}). Terlenbaganva sistem pembangunan partisipati? di Desa dan Kelurahan

dan antar Desa dan Kelurahan:
2. Terjadinva peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasihtasi

pembanginan partisiparnf vang berwawasan lingkungan:
3. Berfungs: dan bermantfaatnva hasil kegiatan pembangunan Program

LMU Plus Terintegrisi bagi masvarakat;
4. Membangkitkan kembali rasa kebersamaan dan semangat gotong rovong

ditengah-tengah masvarakat:
9. Menumbuh kembangkan rasa solidaritas semangat swadava dan

kreatifilas mMasvarakat dipedesaan;
6. Terbentuk dan berkembangnva kerjasama antar Desa dalam pengclolaan

pembangunan;
. Terjadinxa peningkatan peran serta dan kena sama para pemangku
kepentingan dalam upava penanggulangan kemiskinan perdesaan.

~]

Ponnsip Dasar
Propram DMIJ Plus Terintegras! mempunval prinsip atau milai-nilai dasar
yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan
maupun tindakan vang akan diambil dalam pelaksanaan rangkalan

4
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kegiatan. Nilai-nilai dasar tersebut divakini mampu mendorong terwujudnva
tijuan Program DMId Plus Terintegrasi. Prinsip-prinsip itu meliputs:

Desentralisasi
Membenkan ruang yang lebih iuas kepada Pemerntahan Desa dan
Inasvarakat Desa untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan
kewilavahan vang bersumber dari pemerintah sesuai dengan kapasitas
masvarakat.
kKeterpaduan
Kheselarasan dan kesatupaduan kebyakan. arah dan atau tindakan dari
berbeagai aspek kegialan.
EfektiPdan Efisien
Proses (langkah dan cara kerja) vang tepat guna dan tepat sasarandan
membuahkan hasil sesual kebutuhan warga masyarakat dan dengan
mengpunakan sumber-sumber daya vang ada seaptimal mungkin.
Partistpasi
Masvarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan
program dan pengawasannva, mulal dam tahap sosialisasi. perencanaas,
pelaksanaan. dan pelestanan kegiatan dengan memberikan sumbangan
ienaga. prkiran, atau dalam bentuk materi.
Transparanst dan Akuntabel
Masvarakat memrliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan
prases pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat
dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral.
admumstratif maupun legal (Menurut peraturanm dan hukum vang
berlakul.
hesetaraan dan keadilan gender
Masvarakat baik lAki-laki dan perempuan mempunvai kesetaraan dalam
perannva di setiap tahapan program dan dalam menikmati inantaal
kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran
Kediudukan pada saat situasi konthk
Prioritas
Masvarakat memlth kepiatan yang diutamakan dengan
mempertimhangkan kemendesakan, kemanfaatan untuk pengentasan
kemiskinan, upava perhaikan lingkungan, pertumbuhan ekonom dan
pembangunan
kheberlanjutan
Mendorong tumbuhnva rasa memuliki sehingga lahir tanggung jawab
untiak menjaga. mendavagunakan, mempertahankan dan
mengembangkan kelangsungan sistem.

1

8.

G. Kerangka hea
1. Oronaml

Hak. wewenang. dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendin
urusan pemerintahan dan kepentingan masvarakat seltempat sesual
dengan peraturan perundang-undangan.
Pemberdavaan Masvarakat
Pelaksanaan kegiatan menjadi sarana bagi proses/upava secara sadar
dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandinan
masvarakat agar dapat mengatasi permasalahan vang dthadapt secara
parnsipatif dan demokratis. musvawarah dan mutakat.
Swakelola
Prnsip Pengelolaan kegiatan pada Program DMIJ Plus Terintegrasi
ddaksanakan secara swakelola. Proses dan mekanisme dilakukan sesuat
dengan Petunjuk Tcknis Operasional dan peraturan perundangan yang
berlaku,

5
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t]. Sasaran
1. Lokasi Sasaran:

Lokasi sasaran Program DMIJ Plus Terintegrasi meliputi seluruh Desa
dan Kelurahan di Kabupaten Indragin Ebr Provinsi Riau.

2. kelompok Sasaran:
a. Masvarakat Desa dan Kelurahan:
b. helembagaan masvarakat,
c. Pemerintahan Desa dan helurahan.

6
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BAB II
KETENTUAN DASAR

Ketentuan dasar Program DMIJ Pius Terintegrasi merupakan ketentuan-
ketentuan pokok vang dizunakan sebagai acuan bagi masvarakat dan pelaku
lainnva dalam melaksanakan kegiatan, mulai dan tahap Perencanaan dan
Pelaksanaan. hetentuan dasar ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara
lebth terarah. hetentuan dasar meliputi:
AL Kotena dan Jens khegratan

Sasaran kegiatan Program DMIJ Plus Terintegrasi hersitat open menu.
Kegiitan vang akan dibiaval melalui Program DMIJ Plus) Terintegrasi
diutamakan untuk kegiatan .ang memenuhi kriteria:
1. Lebih bermantaat bag: masyarakat banvak;:
2. Berdampak Jangsung dalam peningkatan kesejahteraan masvatrakat

khususnva peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi
masvarakal;

3. Lapa dikerjakan oleh masvarakat,
4. Didukung oleh sumber dayva vang ada;
3. Merniliki potenst herkembang dan berkelanjutan,
6 Mendukung kualtas hidup dan kehidupan dengan tidak merusak

hngkungan hidup.
Jens kegiatan yang dapat dibiavai melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi
adalan sbh:
1. Keertan penunjang Operasioanal Pemerintahan Desa, pelavanan kepada

masvarakat Desa serta. Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan
Kelembagaan di Desa.

2. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar vang
dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka paniang
secara ekonomi bagi masvarakat Desa, masvarakat dan rumah tanega
miskin di dalam desa atau antar desa:

3. Kegiatan peningkatan bidang pelavanan kesehatan dan pendidikan.
termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masvarakat
fpendidikan non formal):

4. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan masvarakat dan kelompok
Usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha vang berkaitan dengan
produksi berbasis suniber dava lokal.

B. Mekanisme usulan kegiatan
Setiap dusun dapat mengajukan usulan untuk dapat didanal dengan
Program DMLJ Plus Terintegrasi. Usulan dimaksud adalah Usulan kegiatan
saranda prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup
mass arakat {kesehatan atau pendidikan) atau pongkatan
kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi vang ditetapkan dalam
musvawarah, Mekanisme usulan kegiatan tetap melalui proses perencanaan
parlisipatif! yang harus masuk dalam dokumen perencanaan [esa.
besa dapat menvepakati tentang batasan usulan per dusun dengan
pertimhangan pemerataan kegiatan tiap dusun apabila diperlukan. Namun
penentuan itu tetap mengutamakan skala prioritas kegiatan di Desa.
kKetentuan ini harus disepakati diawal-awal sosialisast di desa.
Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus mempertimbangkan
rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten. dan
mendapat rekomendasi tertulis dari instansi terkait sebagai bahan verifikasi
hahwa tidak terdapat overlapping perencanaan dan pendanaan.
Selam usulan vang diusulkan oleh dusun (Musvawarah tingkat Dusun} atau
kelompok perempuan vang selanjutnva disebut dengan Musvawarah Desa
Khusus Perempuan/MUKP, maka Desa bisa menganggarkan untuk usulan-

7
I

a



[).

usulait vang diarahkan oleh DPM vang menvesuaikan kebijakan
hablinaten. Di mana usulan tersebut bertujuan sebagai kegiatan pohkuok dan
bermaniaat langsung bagi desa. Hal mi menjadi prionitas Utama untuk
dilaksanakan.
Swadava Masvarakat
swadava adalah kemauan dan kemampuan masvarakat vang disumbangkan
sebagar bagian dari rasa ikut memihki terhadap program. Swadava
masvarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan
tahapan Programm DML) Plus Terintegrasi. Swadava bisa diwujudkan dengan
menvutTibangkan tenaga, dana. maupun material pada saat pelaksanaan
kegiatan. Dasar keswadaxaan adalah kerelaan masvarakat, schingga harus
dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan. PD dan FM berkewajiban
mengmventarisir swadava masyarakat dan membuat lJaporan realsasi
swadava masvarakat.
Kesetaraan dan Keadian Gender
Untuk mencapal kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah vang
dilakhukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihaksan
member! makna berupa upava pemberian kesempatan bagi perempuan
untuk tiemenubhi kebutuhan dasar, politik dan mengakses aset procukif,
Sebagal salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, Program [MLJ
Plus Tennfegrast mengharuskan adanva keterlibatan perempuan sebagai
pengaming Kkeputusan dan pelaku pada semua tahap Perencanaan dan
Pelinsanaan. Kepentitigan perempuan harus terwakili secara memadan.
Prases pemberdataan perempuan dilakukan dalam tahapan-tahapan
kegiatan, baik perencanaan maupun pelaksanaan. Dengan demikian
partisipas perempuan sangat diharapkan dalam pembangunan.

Cc

_ denis Kegatan Yang Dilarang (Negative List)E
Jems kegiatan sang tidak boleh didanai melalui Program DMJ Plus
Terinteprast adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan sang berkaitan dengan angkatan bersenjata. kegiatan politik

prakus. pembelian chain saw, senjata api, bahan peledak dan bahan-
bahan vang dapat merusak lingkungan:

4. Pekerjaan vang memerlukan kajian dan teknologi tinggi kecuali ada
rekamendasi Faskab dan Perangkat Daerah.

Pengamafian Sosial dan Lingkungan Hidup
Kebyakan pengamanan sosial dan lingkungan hidup merupakan upava dari
kegialati Program DMJ Plus Terintegrasi dalam melakukan pencegahan.
pengelolaan. dan penanganan resiko terjadinva potensi dampak vang
mungkin terjadi sebagai akibat adanya kegiatan yang didanai. Kebijakan
pengamanan udak hanva dimaksudkan untuk menghindari dampak sosial
dan lingkungan hidup vang merugikan sebagai akibat adanva suatu kegiatan
vang didanat oleh program, namun juga meminimalkan risiko dampak
negatifnxa. Jika dampak-dampak negauf tidak dapat dihindarkan. program
harus merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah penanggulangan.
perbaikan dan kompensasi apabila cdipertukan.

F

Sani
Sanks: adaiah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adama
pelangsaran alas peraturan dan tata cara vang telah ditetapkan di dalam
Program DMiJ Plus Terintegrasi. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan
rasa langgung Jawah berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan
Program DMIJ Plus Terintegrasi.

Sanksi dapat berupa -

}. Sanksi hukum. yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan
perundang-perundangan vang berlaku:

&
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Sanksi admimiustrauf adalah sanksi vang ditetapkan oleh pemerintah
daeran terhadap desa dalam pelaksanaan pembangunan desa vang
melakukan kesalahan. Sanksi administratif ini dilaksanakan dengan
mengacu pada Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati.
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BAB HI
PERAN DAN PELAKU

Masvarakat. Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa adalah pelaku utama
Program DOMIJ Plus Terintegrasi pada tahap perencunaan. pelaksanaan dan
pelestanian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnva di kecamatan. kabupsten
berfungs: sebagai pendamping. pembimbing, pembina dengan tujuan agar
prinsip-minsip, kebyakan. prosedur dan mekanisme Program DMi! Phis
Terintegrasi tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

A. Pelaku Di Kabupaten
lL. bupati

Hupatl merupakan pembina Program DMIJ Plus Terintegrasi. Bupati
bersama DPRD dapat melakukan kaji ulang terhadap peraturan daerah
yang berkaitan dengan pengaturan desa sesuai Komitmen awal.
Tugas Bupati selaku pembina antara lain:
a Menetapkan kebtjiakan vang berkaitan dengan Pogram UOMIJ Plus

Terintegrasi
h. Menetapkan peraturan-peraturan Bupati vang berhubungan dengan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa

2 Tim Koordinasi
Tim Koordinasi chtetapkan olen Bupati atas usul Kepala DPMPD untuk
melakukan pembinaan. pengembangan peran serta masvarakal.
pembinaan administrast, fasilitasi pemberdavaan masvarakat pada
seluruh tahapan Program DMIJ Plus Terintegrasi. Tim koordinasi juga
berfungs. dalam membertkan dukungan koordinasi program antar
instansi, pelavanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten.
Tugas Tim Keoordinasi adalah :

a. Merumuskan rancangan peraturan daerah dan peraturan Bupati
vang berkaitan dengan Program;

hb. Merumuskan Pekok-pokok Pikiran Petunjuk Teknis Operasional
(PTO);

c. Menginventarisir kemungkinan kewenangan yang akan diserahkan
kepada Camat dan kepada Desa;

do Metakukan pemantauan dan pengendalian program.

3. Sekretariat
ljalam rangka membantu administras! dan pengelolaan kegiatan DMIJ
Plus Terintegrasi maka dibentuk Sekretariat vang ditetapkan oleh Bupati
atas usul Kepala DPMD. Sekretariat diketuai oleh Sekretaris [PMI)
s¢bagai Leading sektor Program DMIJ Plus Terintegrasi. Sekretariat
Program bertugas:
a. Menvusun Draft Petunjuk Teknis Operasional:
b. Menvusun Panduan dan Standar Operasional teknis Penunjang

Petunjuk Teknis Operasional:
c Melakukan sosiahsasi tingkat kabupaten dan kecamatan;:
d. Mempersiapkan pertemuan/rapat bulanan dan rapat koordinasi di

Kabupaten;
« Meélaksanakan kegiatan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan,
f Melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada Pemerintah

Desa dan Perangkat Desa dalam pengelolaan kegiatan:
@ Melakukan pemantauan dan monitoring bersama Tim hoordinasi

dalam pelaksanaan kegiatan.
h. Memfasilitas: penvelesaian permasalahan dan kendala di desa
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4+. Faskah
Faskab adalah tenaga profesional yang berperan sebagai supervisor atas
pelaksanaan kegiatan, tahapan dan pengelolaan dana Program DMIJ
Plus Terintegrasi. Untuk itu tim Faskab disebut juga Tim Fasilitasi
lingkat kabupaten vang merupakan tenaga ahh pemberdavaan
masvarakat. Faskab di tetapkan oleh Bupati atas usul Kepala DPMD.
Faskab terdiri dan ;

a. Leader
Leader berperan sebagal Koordinator Tim Fasilitasi Kabupaten untuk
jalur fungsional dalam melakukan kajian terhadap peraturan-
peraturan vang relevan dengan Program DMIiJ Plus Terintegrasi.
Dalam menjalankan perannva, Leader harus melakukan koordinasi
dengan Bupati. Kepala DPMD serta Tim hoordinasi dan Sekretanat
DMI. Plus Terintegrasi. Adapun tugas pokok dan fungs: Leader
adalah :

1] Memimpin manajemen pendampingan, mengkoordinasikan dan
mengendahkan kegiatan fungsional lasJitator dan
pendampingan program Plus teriniegrasi:

2) Bersama Tim Fasilitator Kabupaten Melakukan pemantauan dan
supervist kegiatan sosiaHsasi, perencanaan, pelaksanaan
kegiatan program DMIJ Plus Terintegrasi serta tindak lanyut
kegiatan:

3) Membuat laperan penodik dan insidentil kepada Sekretanat
Kabupaten program DMiJ Plus Terintegrasi:

4) Memberikan dukungan manajemen dalam penanganan masalah
di lapangan.
Mengadakan pertemuan bulanan dengan spesialis untuk
menerima dan memeriksa laporan bulanan,. membahas
permasalahan atau kendala yang terad:

G| Melaporkan perkembangan kegiatan heserta realisasi
pengeunaan dana DMIJ Plus Terintegrasi kepada Bupati melalui
Dinas PMD;

f} Melakukan koordimasi peniiaian kinerja’ Fasilitator Program
DMIJ Plus Verintegrast:

8| Melakukan evaluasi kinerja Spesialis, FM dan PD dengan
indikator vang telah disepakati:

9) Bersama Spesialis pemberdayaan mengkoordinasikan prosedur
dan proses pemberdavaan terhadap Fasilitator Program.
Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa;

10} Bersama Spesialis Informasi dan hubungan antar Lembaga
mengembangkan jaringan kerja sama. fastlitas! dan komumnikasi
antar lembaga, termasuk instansi pemerintah, perguruan tinge,
dunia usaha, lembaga swadava masvarakat dan lain-ilain,

11} Bersama Spesialis Keuangan memperkuat kapasilas masvarakat
melalui pemberdayaan bidang keuangan Desa;

12} Bersarna Spesialis Pengembangan SDM dan Kelembagaan
mengkoordinasikan kegiatan penguatan kapasitas Pemerintahan
Desa, masvarakat Desa, di tingkat Kabupaten, Kecamaian,
Desa fkKelurahan,

13} Bersama Spesialis Pubhkasi dan Desain CGiralis
mengkoordinasikan Data, publikasi dan desain gratis;

14) Bersama Spesialis Penanganan Masalah dan konfiik
mengkoordinasi prosedur, proses dan tindak lanjut pengaduan
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b,

dan penanganan masalah serta tindak lanjut konflk vang
terjadi,

15) Bersama Spesialis Teknik mengkoordinasikan kegiatan
Infrastruktur Program DMIJ Plus Terintegrasi;

16) Membantu Pemerintah Kabupaten dalam Menvusun indikator
Program dan melakukan proses evaluas: Program DMIJ Plus
Terintegrasi.

Spesialis Pemberdavaan (SP

Spesials Pemberdavaan memfasilitasi dan mensupervisi seluruh
proses tahapan kegiatan mulai dan proses perencanaan,
pelaksanaan berjalan dengan baik. Adapun tugas pokok dan fungs}
Spesialis Pemberdayaan (SP) adalah:
1) Memberikan dukungan teknis kepada Sekretariat Kabupaten

dalam pelaksanaan program DMILJ Plus Terintegrasi:
2) Membertkan dukungan teknis dan pembimbingan kepada FM

dalam pelaksanaan kegiatan program DMIJ Plus Terintegrasi:
3) Memtasilitas: FM dan PPD untuk melaksanakan PKD dalam

menggall potensi, masalah, dan gagasan untuk membanitu
penvempurnaan dan/atau penyusunan RPJM Desa dan RKP
Desa secara partisipatif dengan pendekatan pemberdavaan
masvarakat:

4) BGersama tim Faskab lainnva dan FM memfasilitasi terbentuk
dan berkembangnya BKAD serta forum lintas pelaku_= di
masvarakat:

5| Bersama Tim Faskab lainnva Melaporkan perkembanpan
kegiatan beserta realisasi penggunaan dana DMiJ Plus
Terintegrasi kepada Leader:

6) Bersama tim Faskab lainnya melakukan koordinas: dengan
aparat/instansi terkait dalam pelaksanaan kegialan program
DML! Plus Terintegrasi:

/| Bersama tim Faskab lainnva melakukan koordinasi terhadap
permasalah vang bherkaitan dengan bidang teknis kepada
sekretarial programm dan tembusan kepada Tim Koordinasi:

8} Melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring
jtka diperlukan:

9) Membantu. tim Faskab Jainnva dalam Memtasilitasi
pengumpulan data dan dokumen Kegiatan DMIJ Plus
Terintegrasi :

10) Memberikan dukungan pelaksanaan program vang ditugaskan
oleh Leacer:

11} Membantu FM memberikan pelatihan dan bimbingan kepada
masvarakat dan pelaku program DMIJ Pius Terintegrasi di
tingkat kecamatan dan Desa;

12) Membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program
kepada khepala DPMD melalui Leader dan Sekretariat
Kabupaten:

Spesialis Teknik [ST]
Spesiahs Teknik mengkoordinasikan kegiatan tekmik, terutama vang
menvangkut teknik infrastruktur. Adapun tugas pokok dan tungsi
Spesialis Teknik adalah :

1} Membenkan bimbingan kepada FM-Teknik agar dapat
melakukan pembimbmgan kepada PD dan KPMD di desa secara
reguler:

12
| i



a

2)

3

4]

al

9)

10}

11)

12}

St

Mengendaltkan kegiatan surveil dan pengukuran usulan kegiatan
prasarana dan sarana vang difasilitasi oleh FM-Teknik.
Membantuo dan memberikan bimbingan teknis kepada KM-
Teknik dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar
konstrukst, perhitungan volume dan kebutubhan
bahan/ peralatan:
Bersama dengan Tim Spesialis membuat laporan bulanan sesuai
dengan ketentuam program kepada Tim koordinasi melalui
Leader dan Sekretariat Kabupaten;
Melaporkan perkembangan kegiatan beserta realisast
penggunaan dana kepada Tim Koordinasi melalui Sehkretariat
Kabupaten:
Mendesain mater pelatihan teknis konstruksi serara sederhanafy

vang akan dviasilitas! oleh FM-Teknik bagi PD. KPMID dan
masvarakat sebagal persiapan dan pelaksanaan kegiatan
prasarana serta serta mekanisme pemeliharaan kegiatan:
Rersama dengan Tim Spesialis melakukan review terhadap RK TL
Kegiatan program DMIJ Pius Terintegrasi vang dikaitkan dengan
jadwal pelaksanaan kegiatan di masvarakat:
Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemaiuan
pelaksanaan fisik di lapangan:
Melaporkan permasaiah vang berkaitan dengan bidang teknis
vang difasilitas: bersama FM-Teknik kepada Sekretanat program
dan tembusan kepada Tim Koordinasi,
Mengikuti pertemuan dengan FM untuk membahas
permasalahan atau kendala vang terjadi memberikan
peningkatan kapasitas fasilitator, dan melaksanakan [ST nka
dipertukan pada setiap rakor bulanannya:
Menvusiin dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan
kepada Leader:
Memberrkan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan
oleh Leader:
Bersam Tim Faskab Mendesaian Informasi dan Promos KegiaranDMJ Plus Tertntegrasi ditingkat Desa, keceamatan. dan
Kabupaten.

spesialis Keuangan (Sk]

Spesialis Keuangan Mempunvai cakupan tugas dibidang keuangan
vang berkaitan dengan impliementasi pengelolaan kelldtizan desa,
Adapun tugas pokok dan fungsi Spesialis Keuangan adalah:
1)

2]

ay

4)

Memtasilitas: FM dan PD untuk membantu penyusunan
kelengkapan dokumen pencairan dan penyaluran dana Program
DMIJ Plus Terintegrasi sesuai ketentuan dan aturan vang
berlaku:
Memfasilitasi tahapan perencanaan agar dilakukan sesuai
dengan mekanisme dan prosedur vang telah ditetapkan oleh
program,
Memfasiitasi FM dan/atau Perangkat desa dalam menvusun
tahapan perencanaan hingga petlanggungawaban
mengeunakan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa:
Bersama tim Faskab lainnva memberikan bantuan teknis
kepada FM dan/atau PPKD dalam memfasilitasi tcknis
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa vang
selanjutnva disebut APB Desa;
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fed)

oy

10}

11)

Bersama tim Faskab Membuat désain peningkatan kapasitas.
memfasilitasi proses peningkatan kapasitas pengelolaan cana
desa kepada masvarakat seperti kelompok kerja. PTPRKID. Kaur
heuangan maupun FM dan PD dan melaporkan hasiinva kepada
Leader,
Bersama tim Faskab melakukan peningkatan kapasitas HPD
dalam melakukan pengawasan terhadap Pokja, PRK. PPA dan
hades;
Mengtkuti pertemuan dengan FM untuk menertma dan
memeriksa laporan bulanan, membahas permasalahan atau
kendala vang terjadi memberikan peningkatan kapasitas
fasilitator tentang keuangan, membuat agenda dan
melaksanakan In-Service Training {IST] pada setiap rakor
bulanannva:
Bersama tim Faskab lainnya melakukan fasilitasi dan
koordinas) kepada eksternal auditor (BPKP, Inspektorat. BPR,
dil) dalam menindaklanjuti laporan hasil pemenksaan:
Bersama tim Faskab lainnva melakukan penguatan kepada FM
untuk memfasilitas: Kepala Desa dalam membuat laporan
pertangeungjawaban:
Memberikan dukungan pelaksanaan program vang ditugaskan
oleh Leader;
Membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program
kepada DPMD melalui Leader.

|

Spestalis Penanganan Masalah dan Konflik (SPM)

SPMK Mempunval cakupan tugas untuk mengelola pengaduan dan
penanganan masalah vang berkaitan dengan implementas: Program
Lo>MIJ Plus Terintegras: di kabupaten, kecamatan dan desa. Adapun
tugas pokok dan fungs: SPMK adalah:

q

Memberikan dukungan teknis kepada Sekretaniat Kabtpaten
dalam penanganan masalah di program DMIJ Plus Terimtegras:,
Memberikan dukungan teknis dan pembimbingan kepada FM
dalam penanganan dan pengaduan masalah terkait pelaksanaan
kegiatan program DMIJ Plus Terintegrasi, termasuk memberikan
rekomendasi dalam penyelesaiaan masalah,
Melakukan kunjungan lapangan untuk supervist dan monitonne.
fasilitasl penerapan pmnsip-prinsip program DML Plus
Terintegras: serta kebyakan dalam setiap tahapan program DMIJ
Plus Terintegrasi. mulai dan tahap perencanaan. pencairan dan
penggunaan dana program DMIJ Plus Terintegrasi.
Mengikutt pertemuan bulanan dengan FM untuk menerima dan
Tnemeriksa laporan bulanan;
Membahas permasalahan atau kendala vang terjadi dan
membertkan peningkatan kapasitas fasilitator;
Bersama Leader melakukan evaluas! kineryja FM dan PIO dengan
indikator vang telah disepakati:
Membantu FM daiam memfasilitas: memberikan pelanhan dan
inmbinigan kepada masvarakat dan pelaku program [IMI Plis
Terintegrast di tingkat kecamatan, Desa dan Kelurahan.
Memberikan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan
oleh Leader:
Menghimpun mformasi data masalah dan menganalisa serta
merumuskan usulan penvelesaian masalah;

1
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10. Memberikan pembekalan terkait penanganan masalah kepada
KM dan PE:

1d.Membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan programDMJ Pius Terintegrasi kepada OPMD melalui Leader:

Spesialis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
iSPSDMK)

SPSDMA melakukan pengembangan, identifikasi kebutuhan dan
penguatan kapasitas terhadap pelaku-pelaku Program DMIJ Plus
Ternnregrasi, baik di kabupaten, kecamatan dan desa. Adapun Tugas
pokok dan fungsi SPSDMK adalah:
1) Bersama Leader dan Spesialis Jainnva melakukan identifikasi

kebutuhan pelatihan sesuai kebutuhan:
24; Menyusun rencana, mendesain, kegiatan peningkatan dan

pengembanpan kapasitas Faskab, FM. PD dan masvarakat
Desa/Kelurahan serta kelembagaan:

3) Mempersiapkan materi pelatihan dan moduli vang diperlukan
untuk pelatihan atau kegiatan pengembangan kapasitas
pembangunan lainnva bagi Faskab, FM, PD, dan masvarakat
Desa/elurahan serta kelembagaan;,:

4] Bersama Leader mengkoordinasikan pelatihan di tingkat
Kabupaten, luar Kabupaten, kecamatan dan desa vang dibtayai
dan APBN, APBD. APB Desa dan mendiri:

3} Membuat pedoman pelatihan dan kerangka acuan vang
diperlukan untuk pelatiban Faskab. FM, PD, dan masyarakat
Desa/helurahan dan kelembagaan:

6} Memfasiitas: pelatihan vang diselenggarakan oleh LSM atau
lembaga lainnva apabila diperlukan;
Melakukan evaluasi bersama Tim Fasilitator Kabupaten setiap
pelatinan vang diberikan dan memberikan rekomendasi untuk
perbaikan.

%| Melaporkan kegiatan peningkatan kapasitas di Desa. Kecamatan
dan kabupaten.

9) Melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan
monitoring. tcrhadap pelaksanaan pencrapan prinsip-prinsip
Program LDMIJ Plus Terintegrasi serta kebijakan dalam setiap
tahapan Program, mulai dari tahap perencanaan,. pencairan dan
penggunaan dana Program DMIJ Plus Terintegrasi, pelaksanaan
setta pelestarian;

10) Mengikuti pertemuan bulanan dengan FM untuk menerima dan
memeriksa laporan bulanan, membahas permasalahan atau
kendala vang terjadi memberikan peningkatan kapasilas
fasilitator. dan wajib membuat agenda dan melaksanakan In-
service Training (IST) pada setiap rakor bulanannva:

11} Memfasilitasi kelengkapan dokumen dan arsip laporan. rekaman
kegiatan, tertulis, gambar/foto, film/video dengan baik dan
benar;

12) Bersama Tim Faskab dalam membantu KM memberikan
pelatinan dan bimbingan kepada masvarakat dan pelaku
Program DMIJ Plus Terintegrasi di tingkat kecamatan. Desa dan
kelurahan:

13) Bersama Tim Faskab menvusun rencana penguatan kapasitas
FNM dalam rapat koordinasi Kabupaten;

14) Memberikan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan
oleh Leader:
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bo) Menyvusun dan mengkoordinasikan panduan-panduan pelatthan
serta rapat-rapat vang dilaksanakan ditingkat kabupaten dan
kecamatani:

16) Bersama Leader melakukan evaluasi kinerja FM dan PD dengan
mcdikator vang telah disepakati,

Spesialis Pemerintahan dan Aset Desa (SPAD)
Spesialis Pemerinrahan dan Aset Desa secara
mengkoordinasikan pengembangan. penguatan, pendataan terhadap
fungsi-fungs! pemerintahan Desa dan Aset-aset Desa. Adapun tugas
pokoknyva adalah:
I} Memfasilitas: FM, Pemenntah Desa dan Kelurahan dalam

menginventarisas! data aset Desa, pengurusan Tanah milik
pemerintah Desa, bangunan desa serta barang - barang
inventaris desa lainnva:

2| Memtasiliiast pengaturan penggunaan dan pemeliharaan seria
penghapusan aset Desa dan kelurahan,

3) Memftasilitasi, memberikan batuan teknis kepada FM dan
pemenntah Desa dan kelurahan dalam menyiapakan konsep
rancangan peraturan Desa tentang pengelolaan aset Desa dan
administrasi pemerintah Desa:

+} Memfasiitasi pemerintah Desa dan kelurahan dalam menvusun
laporan pengelolaan aset Desa, pengelolaan aplikasi profil Desa
dan kelurahan;:

>| Memfasilitasi dan memastikan pelaporan pemerintahan Desa
sesual dengan dengan regulasi vang ada:

®) Memfasiliiasi Japotan penvelenggaraan pemerintahan Desa dan
serah terima aset esa;

¢| Bersama tim Faskab Lainnya dan FM memfasilitasi terbentuk
dan berkembangnya BKAD serta forum lintas pelaku
dimasvyarakat:

8} Bersarna Tim Faskab melakukan rapat internal Faskab,. rakor
bulanan dengan FM;

9) Membernkan dukungan pelaksanaan program vang ditugaskan
oleh Leader:

10) Bersama Tim Faskab melakukan peningkatan kapasitas kepada
FM, PD dan pemerintahan Desa dalam pengelolaan aset Desa:

11) Membuat Japoran bulanan sesuai dengan keteniuan Program
DMIu Plus Terintegrasi kepada Dinas Pemberdavaan Masyarakat
dan Desa:

Spesialis Publikasi dan Desain Gratis {SPDQ]
SPDG dalam tupoksinva akan mendata. mendesain, menvusun
segala sesuatu vang berhubungan dengan informasi program [IM1J
Plus Teriniegrasi untuk tujuan publikasi, Adapun tugas pokoknya
adalah:
I) Menviapkan Desain dan keperluan lainnva vang_ berkaitan

dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi:
2} Membuai dan mensosilisasikan aplikasi/format Laporan

program vang sistemalis:
3) Mengembangkan sistem manajemen data dan sistern laporan

program,
4) Menghimpun data dan informasi sesuai dengan keburuhan

program. menwvajikan data dan informasi vang diperiukan:
|) Bersama tim Faskab, FM dan PD melakukan supervisi dan

Verifikasi terhadap data yang akan disajikan;
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6) Menviapkan materi pramosi Program DMtJ Plus Terintegrasi
untuk pubhkasi melalui media cetak dan elektronik;

7) Memfasilitas: aktifitas publikasi Desa melalui website Desa;
Si Mengikutl pertemuan FM untuk menerima hasil laporan

kegiatan. membahas permasalahan atau kendala vang terjach.
memberikan peningkatan kapasitas fasiltator, membuat agenda
dan melaksanakan IST ({insence training) pada setiap Rakor:

9} Memberikan dukungan pelaksanaan program vanep ditugaskan
oleh Leader;

10) Memfasiiitasi kelengkapan dokumen dan arsip laporan. rekaman
kegiatan. tertulis, gambar/foto. video dan alat bantu lainnya.

Spesialis Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (SIHAL]
SEHAL dalam tupoksinva Menjalin Kerjasama Antar Lembaga
ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta menghimpun dan
mengimformasikan kegiatan DMiJ Plus terintegrast. Adapun tugas
pokoknva adalah:
1} Menginformasikan kegiatan DMIJ Plus” terintegrasi dan

mengkoordinasikan pada Dinas PMD dalam perencanaan
pelaksanaan dan pelestarian kegiatan Program DMIJ Plus
Terintegrasi;

2) Memftasilitas: kena sama dengan media. baik cetak dan
elektronik untuk ekpose dan promosi kegiatan Program DMI.J
Plus Ternntegrasi didesa/kelurahan vang dilaksanakan,

3} Bersama teader dan Tim Faskab mengkoordinasikan dan
mendamping! Dinas PMD dalam hubungan dengan pemerintah
provins:) dan permerintah pusat terkait kegiatan UMIJ Plus
Terintegras.

4+) Koordinas: dan mendamping; Dinas PMD dalam membangun
hubungan antar Dinas, dan Lembaga terkait dalam kegiatan
DOMJ Plus terintegrasi:

3} 06
Melaksanakan tugas dan arahan langsung dan Bupati
Kabupaten Indragiri Hilir serta Kepala Dinas PMD kabupaten
Indragin Hilir,

4} Bersama Leader dan Tim Faskab lainnya menjalin kerja sama
untuk mensukseskan program DMIJ Plus Tenntegrasi dengan
seluruh stockholder vang ada, melakukan keordinasi dengan
cdinas/instansi teknis kabupaten (Bappeda, Dinas Pekerjaan
Umum. Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Perindustrian, Dinas
Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan Lain-lain vang terkait)
untuk mengidentifikasi seluruh kegiatan dan program-program
lain dihiar program DMIs Plus Terintegrasi dikabupaten
Indragirt }ilir:

‘| Melaksanakan hal-hal vang dianggap penting dan perlu demi
kesuksessan Program DMIJ Plus Terintegrasi:

8} Bersama leader dan tim faskab lainnya melakukan kunjungan
dan monevalur kegiatan didesa dan keluarahan:

9) Bersama Leader dan Faskab Lainnya membenkan dukungan
pelaksanaan Program yang di tugaskan oleh Bupati Kabupaten
Indragiri Hilir dan Kepaia Dinas PMD.
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)] Spesiahs BUM Desa dan Pengembangan Ekonomi (SRPR}

Spesialis BUM Desa dan Pengembangan Ekonomi memfasilitasi dan
mensupervis! kegiatan BUM Desa. Adapun tugas pokok dan fungsi
Spesials BUM Desa dan Pengembangan Ekonomi adalah:
ly

f>|
ra

S|

cd

10)

11)

Kersama um Faskab lainnva mengkoordinasikan.
mensosiahsasikan kebyakan tentang BUM Desa dan
pengembangan lembaga ekonomi di kelurahan.
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi FMB dalam identifikasi
potensi ekonom! Desa/ Kelurahan;
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi FP MI3 dalam
pengembangan potensi ekonomi masvarakat Desa/kKelurahan,
Memfasihtasi FMB dalam Pembentukan BUM Desa dan BUM
Desa Bersama;
Bersama Tim Faskab Melakukan kunjungan lapangan untuk
supervis! dan monitoring BUM Desa:
Menerima dan memeriksa laporan dari FMB
Membahas permasalahan BUM Desa atau kendala yang terjadi
bersama Leader.
Membenkan peningkatan kapasitas FMB;
Membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program
kepada khepala DPMD melalui Leader dan Sekretanat
Kabupaten,
Melaporkan perkembangan kegiatan BUM Desa/kel kepada
Leader:
Membertkan dukungan pelaksanaan program vang ditugaskan
oleh Leader:

is

44

9}

k, Supporting Staf

Membantu Faskab membuat pelaporan-pelaporan baik
pelaporan vang menggunakan aplikasi ataupun program
lainnya,
Berperan dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar:
Berperan dalam pengecekan surat elektronik (e-Mail) masuk dan
keluar:
Mengirim data dan laporan ke pihak terkait;
Membantuo persiapan dan pelaporan pelaksanaan rapat
koordinas! kabupaten;
Melakukan pengeloaan laporan dan arsip vang ada ct
Sekretanat Kantor Faskab;
Melakukan fungsi-fungsi kesekretariatan kantor Vaskah,
Membantu tugas-tugas lainnva yang dianggap perlu.

1

4)
3)

fy

7
3}

Dalam pelaksanaan kegiatan pendukung seperti rekrutmen, pelatihan,
penetapan dan penjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. maka kepala
DPM dapat melakukan proses kegiatan dimaksud dengan menerbitkan
sural keputusan vang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

B Pelaku Ch Kecamatan
( amat
Camat

a

atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan
Program DMIJ Plus terintegrasi Kepada Desa di wilavah kecamatan.
Camat bertugas:
a. Membentuk Sekretariat Kecamatan dalam upaya koordinasi kegiatan

di kecamatan:

18 i Fi



ae

b. Membantu tim kahbupaten mensosialisasikan program di kecamatan,
Desa dan kelurahan:

c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupan
Indragiri Hilir settap bulan melalui DPMD;

d Memfasilitasi penvelesaian permasalahan dan kendala vang dihadapr
Desa dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan:

e¢. Melakukan monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan,
f Mengetahui dan menyetuju! bobot atau progres pelaksanaan fisik

dilapangan:
» Mendata hasil Musvawarah Desa Penetapan Kegiatan,
h Memastikan Desa telah melengkapi dokumen administras: keuangan

Program DME! Plus Terintegrasi:
1 Melakukan pemantauaan dan Evaluasi Kinerja FM kepada DPMD:-
} Menandatangani time sheet FM sesuat dengan kehadiran FM

(ilapangan:
k. Memtasilitas! Kenjasama Antar Desa:
] Memtasilitasi pembuatan dan penyelesatan administrast kegiatan

pemerintahan Desa vang menunjang pelaksanaan program:
mm. Memfasilitas: proses evaluasi produk hukurn cdesa.

. Sekretariat Kecamatan2
sekretariat Kecamatan dibentuk oleh Camat untuk membantu Camat
dalam mengendatikan dan menvukseskan program DMIJ Pius
Tenntegrasi di kecamatan. Sekretanat Kecamatan dapat terdiri dan
Sekretaris Kecamatan. kasi PMD, aparat kecamatan vang berkompeten,
UPTD dan personil vang dianggap mampu. Adapun tugas dan
tangeungjawab Sekretariat Kecamatan adalah sebagai berikut:
a. Bersama Camat mensosialisasikan program di kecamatan Desa dan

kelurahan;:
lb, Bersama Camat memfasilitas! penyelesaian permasalahan dan

kendala yang dihadapi: Desa dan kelurahan dalam pelaksanaan
kegiatan dilapangan:

c Bersama Camat melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan:
d. Bersama Camat mendata hasil Musyawarah Desa Penetapan

Kegiatan:
e Memberikan masukan kepada Camat atas kinerja PD dan FM untuk

kelancaran pelaksanaan sesual dengan mekanisme:
tf Membanty memfasilitasi pembuatan dan penvelesaian administrasi

kegiatan pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa vang
nenunjang peiaksanaan program.

g Bersama Camat Melakukan evaluas: terhadap produk hukum desa:
h. Memberikan analisa dan masukan perbaikan apabila diperlukan

terhadap pengajuan APB Desa;
1. Memberikan masukan dan penilaian terhadap dokumen RPJM Desa,

RKP Desa agar sesual dengan RPUMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Fasilitator Masvarakat (FM)
Peran FM adalah memfasilitasi masvarakat dalam setiap tahapan
Program DMIJ Plus Tenntegrasi pada tahap sosialisas!, perencanaan dan
pelaksanaan, Selain itu juga berperan dalam membimbing PD. KPMD
atali pelaku-pelaku Program DMIJ Plus Terntegrasi di Desa. kelurahan
dan kecamatan, Adapun tugas dan fungsi FM adalah sebagai berkur:
a. FM-Pemberdavaan

1} Menvebarluaskan dan mensosialisasikan Program DMIJ Plus
Terintegras! kepada masvarakat dan aparat desa/kelurahan dan
kecamatat.:
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2} Memfasilitasi KPMD dan PD membantu Desa untuk mendata
dan menvusun Profil Desa:

3] Menvusun RKTL pelaksanaan kegiatan bersama masvarakat
dimulai dari proses sosialisasi hingga pelaksanaan kepiatan:

4) Memilastlitasi terlaksananya tahapan-tahapan pregram mutai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan denpan tetap
memperhalikan penerapan prinsip-prinsip program:

Oo} Memfasilitasi pelatihan dan bimbingan kepada masvarakat dan
pelaku-pelaku Program DMiJ Plus Terintegrasi di Desa,
Kelurahan dan Kecamatan (KPMD, PD. PPK, Tim Penuhs
Usulan dan pelaku lainnva):

6) Memfasilitasi pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas
pemerintahan lokal baik di Desa dan antar desa (BPI), Kepala
Desa, Sekdes. aparat kecamatan, dan lain sebagainval:

‘| Memfasihtasi pembentukan dan pengembangan BKD dan
BRAD.

S| Bersama PD Membantu) dan memfasilitasi Desa dalam
penvusunan RPJM Desa, RAP Desa dan APB Desa,

9) Memfaslias: tahapan kegiatan perencanaan, pencairan dan
penyaluran dana kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku:

10} Memfasilitas: dan membantu survei lapangan terhadap usulan
kegiatan Program DMlJ Plus Terintegrasi;

11) Mengidentitikas: kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan vang
diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masvarakat dan
melaporkan kepada Faskab;

i2) Memfasilitas! papan informasi terisi dengan data vang aktual,
13) Melaporkan realisasi RKTL dan kemajuan kegiatan:
14} Mermfasilitasi dan melaporkan masalah dan UpAaVva

penanganannyva kepada Spesialis Penanganan dan Pengaduan
Masalah dengan tembusan kepada Camat u.p. Kasi PMD:

15) Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan:
16} Menghadiri rapat koordinasi di kabupaten dan menvampaikan

laporan perkembangan kegiatan:
17) Memfasilitast proses pembuatan Peraturan Desa dan preduk

hukum desa lainnya:
18) Mernfasilitas: proses dalam penyusunan kelengkapan dokumen

pencairan dan penvaluran dana:
19) Bersama PD memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan dana di

Desa sesual prosedur dan ketentuan yang berlaku.
20) Membertkan dukungan pelaksanaan program vang ditugaskan

oleh Faskahb:
21} Melaksanankan evaluasi kinerja PD dengan indikator vang telah

disepakat,
42) Membuat laporan individu dan program setiap bulan kepada

Kepala DPMD melalui Leader dan Sekretariat Kabupaten;
23) Membuat faporan khusus atau insidenti! kepada Kepala DPM)

melalui Leader dan Sekretariat Kabupaten.

PM-Teknik
1} Membantu dan membenkan bimbingan teknis kepada seluruh

KPMI>, PL, Pokja dan kelembagaan vang terlibat lainnva:
2) Menvusun RATL yang disesuaikan dengan

pelaksanaan kegiatan masvarakat /desa:;
3) Memfasilitasi dan membantu melakukan kegiatan surveil dan

pengukuran usulan kegiatan prasarana (termasuk usulan

n
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4)

3]

9]

10)

il)

12)
13)

14

sarana keschatan dan pendidikan, seperti: bangunan sekolah,
bangunan pelavyanan kesehatan};
Membantu dan memberkan bimbingan teknis kepada PD dan
KPMD dalam membuat desain dan gambar konstruksi,
perhitung volume dan kebutuhan bahan/peralatan. jadwal
pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidan-kanlah
teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan:
Membantu mengidentifikas: kebutuhan vang diperlukan
terhadap usulan kegiatan prasarana, sepertl pengadaan bahan
dan alat. penggunaan alat berat dan melakukan stpervisi
dalam pelaksanaannya:
Membenkan pelatihan teknis konstruksi secara sederhana
kepada KPMD dan masyarakat vang melaksanakan pekerjaan
konstruksi pembangunan prasarana/ sarana:
Melakukan review RKTL dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan
kegiatan cdi masvarakat serta memfasilitas! penanganan
masalah berkaitan dengan kermajuan pelaksanaan fisik di
lapangan,
Membantu Spesiahis Teknik Infrastruktur dalam memeriksa
kualitas dan kuantitas hasil] pekenaan atau konstruksi
bangunan dan penvelesaian pekerjaan prasarana,
Membantuo menghubungkan dengan para pihek terkait. berk
Instansi pemerintah maupun swasta vang berkaitan dengan
jJenis usulan kegiatan prasarana vang ada baik di wilavah desa.
kecamatan maupun kabupaten:
Membantu tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masvarakat
dan tidak bertentangan dengan prinsip dan prosedur Program
OME Plus Terintegrasi berkaitan dengan kegiatan prasarana:
Memiasilitasl proses penanganan masalah, melaporkan
permasalahan yang terjadi, melaporkan kemajuan penyelesalan
masalah serta bimbingan teknis dan upaya penanganan vang
telah dilakukan;:
Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecarnatan:
Menghadin rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan
menvampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin,
Memfasihtasi, Menegur, menindak dan atau menangguhkan/
menghentikan kegiatan vang dilaksanakan oleh masvarakat jtka
tidak sesuai RAB dan desain;
Menegur secara tertulis terhadap desa vang lala) dan lamban
dalam pelaksanaan kegiatan:
Memmfasilitas! papan informasi terisi dengan data vang actual:
Melaporkan realisasi RATL dan kemajuan kegiatan:,
Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap
diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik
tersebut.
Metmberikan dukungan pelaksanaan program vang ditugaskan
oleh supervisor kabupaten;:
Melaksanankan evaluasi kmerja PD dengan indikator vang telah
disepakati.
Membuat laporan individu dan program setiap bulan kepada
Kepala DPMD melalui Leader dan Sekretanat Kabupaten,
Membuat laporan khusus atau insidentil kepada Kepala IJPM([>
melalui Leader dan Sekretanat Kabupaten.

3}
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FM BUM Desa dan Pengembangan Ekonomi

Tugas Pokek dan Fungst FM BUM Desaa dan Pengembangan
Ekonomi adalah:
1) Menvebarluaskan dan mensosialisasikan Program DMI. Plus

Terintegrasi kepada masyarakat dan aparat desa/kelurahan
dan kecamatan:

2) Mensosialisasikan kebyakan BUM Desa dan Lembaga Ekonomi
Kelurahan.

3) Memfasilitasl terbentuknva BUM Desa dan BUM [>desaa
Bersamna serta pengembangan unit usaha BUM Desa;

+) Memfasilitasi, mengembangkan potensi ekonomi masvarakat
Desa/kKelurahan dan pengembangan kelembagaannva:

2) Memfasihtasi pengembangan industri kelapa heserta
turunannva dt tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatar:

6) Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Bh);
7, Memilasilitas: pembentukan dan perkembangan BRAD serta

torum lintas pelaku di masyarakat;
8) Melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan

monitoring BUM Desa/Kel,
9} Membantu dan memfasilitasi Desa menvusun dan membuat

RPUM Desa dan RKP Desa;
10) GBersama PD dan Pemerintah Desa memfasilitas! penvusunan

APB Desa:
11) Mengidentiftkas: kebutuhan pengetahuan dan keterampilan

yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas mass arakat.
12) Mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti

masvarakat berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan dan
pengetahuan dan keterampilan,

13) Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan
oleh masvarakat sendiri, dengan mengembangkan sistem
tTasparans:

14) Memfasilitasi papan informasi terisi dengan data vang actual:
15) Meiaporkan realisasi RATL, kemajuan kegiatan, masalah dan

upaya penanganannva kepada Spesialis Penanganan dan
Pengaduan Masalah dengan tembusan kepada Camat:

16) Mengadakan rapat koordinasi bulanan kecamatan:
L7) Menghadirt rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan

Mmenyvampaikan laporan perkembangan kegiatan;
18) Memiasilitasi pembuatan Peraturan Desa dan preduk hukum

Desa lainva;
19) Memtasiliiasi proses dan kelengkapan dokumen dalam

penvaluran dana BUM Desa / Kel:
20) Memfasilitasi proses penanganan masalah. melaporkan

permasalahan vang terjadi, melaporkan kemajuan penvelesaian
masalah serta bimbingan teknis dan upayva penanganan vang
telah dilakukan,

2!) Bersama PD memfasilitasi dan mengawasit pengelolaan dana
BUM Desa/kel sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta
secara herkala melakukan pemertksaan terhadap pengelolaan
keuangan dan rekening BUM Desa / Kel:

22) Memberikan dukungan pelaksanaan program dan membuatan
laporan secara berkala vang ditugaskan oleh Faskab,

23) Melaksanankan evaluasi kinerja PD dengan indikator vang telah
disepakati:

22/1
- ‘



4,

C.

2+) Membuat laporan individu dan program setiap bulan kepada
Kepala DPMID melalui Leader dan Sekretariat Kabupaten:

20) Membuat laporan perkembangan BUM Desa setiap bulan
kepada Faskab:

26) Membuat kaporan khusus atau insidentil kepada Kepala DPMi)
melalui Leader dan Sekretanat Kabupaten.

H HA LJ
BhKAl) adalah lembaga lintas desa vang dibentuk secara sukarela atas
dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wila,ah dalam satu
kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan
lertentu. Dalam kaitan dengan pelaksanaan program. BRAD dapat
memiasiitas! proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. dan
pengkoordinasian kegiatan pemehharaan antar desa. Termasuk dalam
hal ini. BRAD juga berperan melakukan evaluasi berkala terhadap
perkembangan pelaksanaan program. perkembangan penanganan
Masala. serla pengawasan antar desa.

juga berfungsi untuk melakukan tugas pokok sebagai jembaga
pengelola partisipasi masvarakat, kegiatan antar desa, seria program-
program dari pihak ketiga.,

Pelaku Dh Desa
Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku vang berkedudukan dan berperan
dalam pelaksanaan Program DMId Plus Terintegrasi di desa. Pelaku di
Desa melipiitt:
1. Kepala Desa
hepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di Desa
bertangeung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan Program DMIJ Plus
Terintegrasl. Kepala desa mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menvusun APR Desa bersama Perangkat Desa. GPR dan

helermbagaan Masyarakat,
h. Pengarah forum musvawarah tingkat Desa baik dalam perencanaan,

pelaksanaan, maupun dalam pengendalian dan pemneiharaan
ketlatan:

©. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan:
d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bujan

kepada pihak kecamatan dan pihak kabupaten;
e Mengkonsultastkan dengan segera kepada Camat dan DPM[) apabtla

ada permasalahan-permasalahan yang berkembang berkenaan
dengan pelaksanaan.

f Menandatangam dokumen permintaan dan pembavaran dana seria
LP:

g. Membuat Laporan Penvelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun
Anggaran (LPPD) kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling
fambat 3 (tigat bulan setelah tahun anggaran berakhir,

Hh. Membuat Laporan Penvelenggaraan Pemerintah Desa Akhir masa
Jabatan (LPPD| kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling
lambat S (hmaj bulan sebelum akhir masa jabatan;

| Membuat kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga)
buian setelah tahun anggaran berakhir;

} Melaksanakan atau menjalankan ketetapan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa:

k. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasi dengan instansi terkait vang
mempunyval keterkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan:

| Memberdavakan lembaga-lembaga yang ada di desa;

TT
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m.Menvampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Program DMbhJ

n.

Ch.

Plus Terintegrasi kepada Bupati melalui Camat:
Menvampaikan laporan penyelenggaraan Program DMI.J Plus
Terintegrast secara tertulis kepada Badan Permusvawaratan Desa
pada akhir semester pertama dan akhir tahun anggaran,
Menxvampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Lesa setiap
semester kepada Bupati melaiui DPMD:
Menyampaikan Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban
realisast APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anegarar
melalui DOPMI3;
Tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh peraturan vang berlaku.

Selain tugas kepala desa juga mempunvat kewenangan dan tupgas
sebagai PRPKD sebagai berikut -

at.

—
,

72

Menetapkan kehjakan tentang pelaksanaan APB Desa:
Menetapkan kebiyakan tentang pengelolaan barang miltk desa:
Melakukan tindakan yang mengakihatkan pengeluaran atas beban
APB Desa;
Menetapkan PPKD:
Menyetujyul DPA, DPPA, dan DPAL;
Menyetujul RAK Desa:
Menvyetujui SPP;
hewenanpan lam vang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

h

Pelaksana Pengelolaan kKeuangan Desa (PPKD}
PPAD adalah Perangkat Desa vang melaksanakan pengelolaan keuangan
Hesa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PPRKL). PPKD terdini dan Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dan
Kaur Keuangan.
cd sekretaris Desa

sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepata
Desa. Adapun tugas dan tanggungjawab Sekretaris Desa aclalah:
a. Mengkoordinasikan penvusunan kebijakan dan program kena

pemerintahan desa;
b. Mengkoordinasikan pelaksan teknis dan pelaksana kewilavahan,
c. Menselenggarakan kesekretariatan desa:
d. Merjalankan aciministrasi desa:
¢. Memberikan pelavanan teknis administrasi kepada seluruh

satuan Organisasi pemerintahan desa;
f. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan

prasarana fisik pemerintahan desa: dan
g Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Selain tugas diatas Sekretaris Desa juga bertindak selaku
Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan
bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Adapun tugas dan
langeungiawal Sckretaris Desa adalah:
8. Mengoordinasikan penvusunan dan pelaksanaan kebijakan APH

Desa:
b. Mengoordinasikan penvusunan rancangan APB Desa dan

rancangan perubahan APB Desa;
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Mengcordinasikan penvyusunan rancangan peraturan Desa
tentang APB Desa. perubahan APB Desa, dan
pertangeungjawaban pelaksanaan APB Desa:
Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepaila
Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran
APB Desa.
Mengoordinasixan tugas perangkat Desa lain vang menjalankan
tugas PPRKD: dan
Mengoordimasikan penvusunan laporan keuangan Desa dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
Melakukan veritikasi terhadap DPA. DPPA, dan DPAL:;
Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa: dan
Melakukan verifikas: terhadap bukti-buktl penermmaan dan
penpeluaran APB Desa;
Bersama hepala Desa dan Kaur Keuangan Membuat dokumen
persavaratan permintaan pencairan dana.

d

f.

h

Kaur dan Kasi
Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kepiatan angearan. Adapun
Tugas Kaur dan Kasi adalah:

3.

a.

ba.

C.

cl.

Melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnva,
Melaksanakan anggaran kegiatan sesuat bidang tugasnva:
Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnva,
Menvusun OPA. DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnva:
Menandatangant perjanjian kerja sama dengan penvedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan vang berada dalam hidang
Tugasnva: dan
Menyvusun laporan pelaksanaan kegiatan sesual bidang tugasnva
untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APR Desa. VPembagian
tugas Kaur dan hast pelaksana kepiatan anggaran cdilakukan
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam
RAP Desa.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

e

f.

Kaur Keuangan
Kaur keuangan melaksanakan fungs! kebendaharaan. Adapun Tugas
Kaur keuangan adalah:

4

1.

a

|

Mensiapakan bahan penyusunan angparan, perubahan dan
perhitungan APB Desa:
Menggah sumber pendapatan Desa;
menvusutl RAK Desa:
melakukan penatausahaan vang meliput! menerima menvimpan.
nrenvetorkan / membavar, menatausahakan can
iempertangeungiawabkan penerimaan pendapatan Desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
Metakukan pembavaran berdasarkan perintah hepala Desa,
Menolak perintah pembavaran apabila tidak memenuhi pers, aralan
untuk chbavarkan;
Melakukan pemotongan/pemungulan penerimaan negara dan
pembavaran vang dilakukannya;
Menvetorkan pemotongan/pemungtutan kewajiban ke kas negara:
Mengelola rekening tempat penvimpanan dan Menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.
Membuka rekening giro desa hersama Kepala Desa:

R

h
a7

ae f



k. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan
mennliki Nomor Pokok Wajik Pajak Pemeriniah Desa: dan

| Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Kepala Dusun
kKepala Dusun mempunval tugas :

a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Wilayah Dusun:
lh. Melaksanakan kegiatan dan administrast pememntahan,

pembangunan., pemberdavaan dan pembinaan kemas,arakatan
serta membina kententraman dan ketertiban di Wilavah Dusun,

¢. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan keputusan Kepala
Desa;

d. Melaksanakan pelayanan kepada masvarakat:
e. Menvampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundaneg-

Lindangan vang berlaku di Desa dan di Wilavah Dusun:

6. BPD
Tugas Badan Permusvawaratan Desa, yaitu:
a. Membantu) mensosialisasikan Program DMIJ Plus Terintegrasi

kepada masvarakat:
bh. Mensukseskan Program DMIJ Plus Terintegrasi bersama Kapala Desa

dan kelembagaan Desa Jainnyva serta memantapkan
rencana kegiatan vang akan dilaksanakan;

c Menvetujul Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Mesa sectelah
dibahas bersama-sama dalam musvawarah di desa;

do Membawa ke forum musvawareh atas adanya dugaan pens impangan
dana dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan,

e Melaparkan dan mengkonsultasikan kepada Camat apabila arla
permasalahan vang tidak dapat diselesaikan di desa. selanjutnya ke
kabupaten,

f Hersama kepala Desa, perangkat Desa, kelembagaan Desa lainnva
menginventarisasi dan menghimpun potensi sumber pendapatan
desa:

g. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan
Program [OMI.) Plus Terintegrasi:

nh. Bersama Kepala Desa sebagai pengarah forum musvawarah tingkat
Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam
pemeliharaan dan kelestarian kegiatan;

PPL selaku Lembaga Pemerintahan Desa tidak dibenarkan
membawakan permasalahan pelaksanaan kegiatan pemberdavaan Desa
kepada pihak ketiga sebelum permasalahan tersebut diselesatkan secara
tutemnal dengan perangkat desa. camat dan pihak kabupaten secara
berjenjang.

7. LPM
hepala Desa bersama masvarakat melalui musvawarah desa dapat
membentuk kelembagaan masvarakat atas prakarsa masvarakat untuk
mendorong percepatan pembangunan Desa, melakukan identifikasi
kebutuhan masvarakat. Salah satu kelembagaan bentukan masvarakat
Hut adalah LPM. Adapun tugas dan tanggung jawab LPM antara lain:
# Membantu Kepala Desa mensosialisasikan Program DMid Plus

Terintegrasi:
b. Bersama KPMID menghimpun. menginventarisir rencana kegiatan

dar? Dusun, RT dan kelompok masyarakat lainnya;
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« Membantu kepala Desa menvusun rencana kegiatan vang akan
dimusvawarahkan dan membuat rumusan hasil musvawarah Desa;

d. Kersama Kepala Desa menggerakan partisipasi gotong rovong dan
swatlava masvarakat:

be. Membantu Kepala Desa dan PPKD dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan cdi desa dan bukan sebagai pengelola dana dan
HITZPATAN.

8 BAD dan BRAD
Dalam rangka pelaksanaan Kenasama Desa sehagaimana dimaksud
dalam pasa] 2 permendagri nomor 38 tahun 2007 tentang Kerjasama
Desa serta Permendagri nomor 96 tahun 2018 tentang Tatacara
herjasama Desa dt Bidang Pemerintahan Desa, dapat dibentuk BRKT) dan
BRAD. Pembentukan BRD dan BKAD sebagaimana dimaksue dalam
Pasal 18 ditetapkan dengan Perdes. Mekanisme dan tata kerja BRI) dan
BRAD ditetapkan dengan Peraturan Desa: BRD dan BkKAD
hertangeungiawab kepada Kepala Desa. Selanjutnva Kerjasama Desa
dapat pula mengacu pada pasal 143 sampai dengan pasal 1:49
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

9 Pendamping Desa (PD)
I'l) adalah fasilitater tingkat Desa dalam melaksanakan Program DML]
Phis Terimtegrasi. Adapun tugas pokok dan fungsi PD adalah:
a Moemiuasihtas: terlaksananva tahapan-tahapan program mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan dengan tetap memperhatikan
penerapan pPriusip- prinsip program,

bo Menyvusun RRKTIL yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan
kegiatan masvarakat/ Desa:

«©. Memfasilitasi pembuatan profil desa dan pendataan penduduk dan
penduduk miskin:

d. Memfasilitas: pendataan aset Desa;
e. Memfasilitas: musvawarah dusun dan kelompok;
t. Bersama FM memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Desa

seperti RPJM Desa, RKP Desa. dan APB Desa serta dokumen
administrasi lainva;

g. Memfasilitasi pemerintah Desa dalam pembuatan Peraturan Desa
dan Peraturan khepala Desa serta Peraturan Bersama Kepala Desa;

h. Rersama FM memtfasilitasi dan membantuo melakukan kegiatan
survel dan pengukuran usulan Kegiatan prasarana ttermasuk usulan
saranda kesehatan dan pendidikan, seperti: bangunan sekolah,
bangunan pelavanan kesehatan}:

1. Bersama FM membenkan dukungan teknis kepada KPMD dan TPL
dalam penulisan proposal usulan;

| Bersama PM mengidentifikas: kebutuhan vang diperlukan terhadap
usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat.
penggunaan alat hberat dan melakukan supenis! dalam
pelaksanaannya,

kK. Menghacit rapat keordinast bulanan di kecamatan dan
mctivampalikan laporan perkembangan kegiatan;

| Merniasittas: dan mengawasi pengelolaan dana di Desa sesttai
prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan
terhadap pengelolaan kas dan rekening:

m. Memfasilitasi kelengkapan dokumen pencairan, penyailuran dana dan
memverfikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dana:
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Memastikan papan informasi teris1 dengan data vang aktual:
Bersama FM mendoerong terciplanva mekanisme kontroj atau
pengawasan oleh masvarakat sendiri
Memfasilitasi proses penanganan masalah, melaporkan
permasalahan vang terjadi, melaporkan kemajuan penvelesaian
masalah vang berkaitan dengan bidang tugas serta biml»ngan teknis
dan Upaya penanganan vang telah cdilakukan,:
Membuat laporan individu dan program setiap bulan kepada khepala
[9PMD melalui Leader dan Sekretariat Kabupaten:
Membuat laporan khusus atau insidentil kepada Kepala DPMD
melalu: Leader dan Sekretariat Kabupaten.

im)

r

Tim penyusun RPJM /RKP Desa.
Tim penvusun RPJM Desa / Tim Penyusun Tim RKP Desa berasal
darl unsur pemerintahan desa dan atau anggota masyarakat vang
dipiih vang berperan menviapkan dan menvusun gagasan-pagasan
kegialan vang telah ditetapkan dalam musvawarahn desa. seria
dokumen-doktimen vang diperlukan untuk musrenbang reguler.
termasuk RPJMDesa dan RKPDesa. Dalam menjalankan tiugasnva.
Tim penvusun RPUJM /RKP Desa bekeqa sama dengan PD, KRPMD dan
peiaku-pelaku lainnva vang ada di desa.
Tugas dan tangpgung jawab Tim penyusun RPJM /RAP Desa sebagai
berik wt:
a. Bersama KPMD dan PD dalam mencan dan menviapkan data-

data pendukung seperti: peta Gesa, jumlah penduduk termasuk
penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan lain sebagainva:

boo Menviapkan formuhr-formulir yang dibutuhkan dan lampiran
lamptran lain yang menjadi persvaratan usulan;

c Metakukan kunjungan ke lokasi usulan kegiatan dan penemma
manfaar untuk mendapatkan mformas: vang lebih lengkap
tentang rencana kegiatan vang diusulkan, termasuk melakukan
survel dan peneukuran:

d. Memastikan nilai dan bentuk swadayva vang akan dibertkan
masvarakat untuk usulan kegiatan vang diajukan ke MDPU;,

e. Menuhskan data-data vang telah didapat dan mengisi formulir-
formulir penulisan usulan vang disediakan berdasarkan data-
data terselut:

f Menyusun formuhr-formulir penulisan usulan beserta lampiran
vang disvararatkan menjadi) satu proposal usulan kesiatan
bercdasarkan ketentuan yang ada daiam Program OMIJ Pius
Terintegrasi.

K PMID
KPMD adalah warea desa vang diplih melalui musvawarah desa
wang berfungs: untuk memfasihtas! atau memandu masvarakat
dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan Program [JMl.! Plus
Terintegras! di desa dan kelompek masvarakat pada tahap
nerencanaan, pelaksanaan, maupun pemeltharaan.
Sebagal kader masvarakat vang peran membantu pengelolaan
pembangunan di desa, diharapkan tidak tenkat oleh waktu. Jumlah
KPNMIT disesuatkan denpan kebutuhan clesa dengan
mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan.,
kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok
perempuan dan sebagainva.
Kader dengan kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk
memfasilitasi dan membantu TPU membuat penulisan usulan dan
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membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur vang
diusulkan masvarakat. Kualifikasi keterlibatan kader dari
perempuan adalah perwujudan kebiakan untuk febih berpihak,
member! peran dan akses dalam kegiatan pembangunan untuk
kaum perempuan, terutama meningkatkan mutu fasilttasi
musvawarah khusus perempuan., Kuahhkasi kemampuan
pemberdavaun masyarakal teruftama untuk memfasilitas: dan
membantu FM dan PD dalam tahapan kegiatan dan pendampingan
kelarmpok masvarakat.
Secara umum tugas dan tanggung jawab KPMD adalah:
a. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penviusunan peta

sosial pada saat musyawarah dusun/kelompok:
b. Mengumpulkan data-data vang diperlukan untuk proses

penggahan gagasan, seperti: data kelompok masvarakar vang ada
di desa. data penciuduk miskin, nasil pendataan RTM dan data
pendukung lainnva;

c, Membantu kepala Desa menvebarluaskan dan mensosialisasikan
Program DMIJ Plus Terintegrasi kepada masyarakat Desa:

d. Bersama PD dalam mendorong pencrapan prinsip-prinsip dan
kebiyakan Pregram DMIJ Plus Temnntegrasi setiap tahapan di
Desa. mula! dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian:

e, Membantu) pemerintah Desa menyusun usulan Desa bersama
TPU;

f. Membantu PD dan kepala Desa dalam memfasilitas! proses
penyusunan desain dan rencana anggaran biava kegiatan vang
masuk prioritas untuk didanal;

gp. Mengefektifkan penggunaan papan informasi di Desa dan dusun.
h. Bersama PD membantu dan memfasilitas! proses penvelesaian

masalah perselisthan di Desa:
i. Bersama PD Mendorong masvarakat untuk berperan scrta dalam

pelaksanaan kegiatan. termasuk dalam pengawasan.

Kelompok Masvarakat
Kelompok masvarakat adalah kelompok vang terhbat dan
mendukung kegiatan Program DMIJ Plus Terintegrasi, baik Kelompok
sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk
sebagai kelompok masvarakat misalnya kelompok arisari, pengayian,
kelompok ibu-ibuo PKR, kelompok usaha ekonomi dan lain
sehbaganya.

q
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BAB IV
ALUR TAHAPAN KEGIATAN

Alur kegiatan Program DMIJ Plus Terintegrasi meliputi tahap perencanaan dan
pelaksanaan, Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting »ang harus
dilakukan adalah melakukan onentasi atau pengenalan kondisi vang ada di
desa dan kecamatan. Kegiatan vang dilakukan dalam rangka pengenalan desa
diantaransa adalah:
}. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung

pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi di tingkat desa. termasuk
pelaku-pelaku vang ada di desa.

2. Inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka
menengah}

3. Inventarisasi data kependudukan, program lain vang sedang dan vang akan
masuk ke clesa.

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi
Program DOMIJ Plus Terintegrasi secara informal kepada masyarakat. Pada
tahap int harus dapat dimanfaatkan cleh seluruh pelaku Program DMIJ Plus
Terintegrasi di semua tingkatan sebagai upayva untuk mendorong partisipas!
dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku memiliki
pemahaman atau persepsi vang sama terhadap program. Pada dasarnya
sosialisast dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-
pelaku Program |OMIJ Plus Terintegrasi.
Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masvarakat seperty
pertemluan keagamaan: (pengajian. yasinan, persekutuan dan lain sebagainsal.,
pertemuan adat istiadat; (gotong rovong, arisan. upacara adat dan lain-tain|
merupakan alternatif untuk menyebarluasan informasi Program DMI! Plus
Terintegras) dan media penerapan prinsip transparansi. Media cetak. seperti
koran dan tabloid, serta mecia elektronika, seperti radio dan TW. dapat
digunakan untuk menyebarluaskan informasi Program DMIJ Plus Terintegrasi.

A. Perencanaan
Perenicanaan kegiatan melipuli tahap perencanaan di desa. kecamatan dan
kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dart sosialisasi dt
kecamatan. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggahan
gagasan atau Pengkalian Keadaan Desa (PKD) sampai dengan Mus\awarah
Desa Prioritas Usulan (MDPU) dan Penetapan RPJM Desa dan RAP Desa.
1. Sosialisasi di Kabupaten

Sosialisasi awal di kabupaten dilakukan dalam upava penyamaan
persepsi dan sosialisasi pelaku-pelaku dt tingkat kabupaten Adapun
peserta dalam sostalisasi dapat dihadiri aleh perwakilan Anggota DPRD
Kabupaten, Badan, Dinas. Kanter dan instansi terkait, Camat. Tokoh
miasyvarakat. Lembaga Swadava Masvarakat.
Tujuan dari sosialisasi tingkat Kabupaten ini adalah:
a, Menyampaikan informasi tentang Program DMIJ Plus Tenntegras

vang meliputi tujuan. prinsip dan mekanisme, kebyakan,
pendanaan. organisast. proses, dan prosedur:

b. Menvampaikan hasil evaluasi dan pelaksanaan Program DMIJ Plus
Terintegrasi,

c. Menvampaikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam
rangka sinergi antara Badan, Dinas dan instansi terkait.

do J}sepakatinva jadwal kegiatan Musyawarah Sosiahsasi flap
kecamatan:

2. Sosahsasi di Kecamatan
Sosiahsasi di kecamatan merupakan pertemuan antar desa unthik
sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebyakan, prosedur maupun
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hal-hal lain vang berkaitan dengan Program DMJ) Plus Terintegrasi serta
untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam
melaksanakan Program UMIJ Plus Tenntegrasi.
liasil sang diharapkan dalam sosialisasi di kecamatan adalah sebagai
bertkut :

a. Menvampaikan intormasi tentang Program DMI Plus Terintegrasi
yvatig meliput tujuan, prinsip dan mekanisme. khebjakan,
pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur.

b, Menvampatkan cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau
antar desa. utamansa menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan
pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana dan dana pendukung
lainnyva

¢. Menyvampaikan tentang mekanitsme pembentukan BRAD. cara

penanganan masalah. pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, serta
pola penvampaian infommasi program.

d. Menyampaikan kewajiban desa untuk menyusun RRIM Desa RKP
Desa dan APB Desa serta Pertanggungjawaban Desa.

e. Menvampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Program DMI Plus
Terintegrasi,

f Disepakatinva jadwal kegiatan Musyawarah Desa Sosiahsasi dari tiap
desa.

Peserta Sosialisasi rerdiri dam:
a. Kepala desa, Sekdes. 1 orang wakil dari BPD. 1 orang wakil dan

Kelembagaan Masyarakat, dan 2 orang tokoh masvarakat tsekurang-
kurangnva 2 dart keenam wakil tersebut adalah percinpuanj dari
semua desa di kecamatan.

hb. Unsur-unsur vang dapat dipilih mewakil desa untuk hacdir dalam
sostalisasl adalah:

« hades.
* Sekdes

BPT3.
* LPM.
" Wakil RTM dari setiap desa,
» Wakil perempuan dart setiap desa.
= Anggata kKomite Sekolah.

Lembaga Swadava Masvarakat {LSM}
» Organisasi Massa (ormas},
* Tokoh Masvarakat,
» Tokoh Agama,
» Anggota masyarakat lainnya.

Dalam Sosialisas: di Kecamatan, dihadin oleh Camat dan staf terkait,
Waki instans) sektoral kecamatan, FM dan PPD serta terbuka untuk
angegota masvarakal lainnyva vang berminat.
Sebagat narasumber dalam pertemuan sosialisasi adalah:

» Tim kKoordinas: dan atau Sekretariat Program DMI Plus
Terintegrasi

* Fasilitator Program Kabupaten
* FPasihtator Masyarakat
= Camat dan Instansi tingkat kecamatan terkait
= Dinas dan tnstansi Terkait.

Dokumen vang dihasilkan adalah:
* Daftar Hadir Peserta
» erita Acara vang menuangkan hasil-hasil keputusan musvawarah.

Jadwal Musvawarah Desa Sosialisasi
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Notula Rapat
* Dokumen Fore

3. Musvawarah Mesa Sosialisasi {MD Sosialisasi}
MID Sosialtsasi merupakan pertemuan masvarakat Desa sebagai ajany
sostalisasl atau penvyebarluasan informasi Program DMiJ Plus
Tenntegras! di Desa. Hasil vang diharapkan dalam MD Sos adaiah
sebagar berikut:
a. Tersosiahsasinva mformasi Program DMIJ Plus Terintegrasi melipuiti:

Tujiian, prinsip, kebyakan, pendanaan. organtsasi, proses dan
prosedur vang dilakukan kepada masvarakat desa:

b Pembanasan tentang rencana kegiatan desa vang sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten [ndragin
Hilit:

c. Tersosialisasinva keputusan yang dihasiikan dalam sosiahsasi di
kecamatan:

d. Tersosialisasinva sistim pengawasan di desa oleh masvarakat melalui
BPD sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Program DMIJ Plus
Terintegrasi dit Desa;

e. Tersosialisasinva konsep dan kebijakan. perencanaan kegiatan
dengan pola pengkajian keadaan desa sebagai dasar penvusunan
KPIM Desa:

tf. Sosialisasi pembentukan BRAD, penanganan masalah, pemantauan.
pemeriksaan dan evajluasi serta pola penvampaian informast,

g Uisepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi
Program DMI! Plus Terintegrasi dan media informast lainnva:

Peserta MD Sosialisasi terdiri dari:
* hepala Desa dan Aparat Desa,
e Sekdes
e (PD,
e LPM.
* Wakil RTM desa,
e Waki perempuan,
© LSM /ormas.
« Tokoh Masyarakat
« Tokoh Agama.
e Anggota masvarakat lainnya yang berminat untuk hadir.
Fasihtator dalam MP Sosialisasi adalah FM yang dibantu oleh PD dan
KPMI>. Fasihtater perlu) mengupavakan seoptimal mungkin agar
sekurang-kurangnva peserta vang hadir sejumliah 30 orang dan
sekuranp-kurangnya 30%. dan peserta MI) Sostalisas: adalah
perempuan.
Dokumen vang dihasilkan:

» Paftar Hadir Peserta
" Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Desa
« Notula Musvawarah Desa

Dokumen Foto

Perencanaan Desa merupakan perwujudan kewenangan Desa untuk
mengatur dan mengurus urusan masvarakat dalam bidang
pervelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, perobinazan
kemasvarakatan Desa dan pemberdayaan masvarakat.
Mustawarah Desa dalam rangka perencanan Desa diselenggarakan
Untuk kegiatan vang melipute
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a Penetapan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa;

hb Penetapan RPJM Desa:
ec. Penetapan RAPDesa,
d. Penetapan APIiDesa.

kKewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
hberskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengirus
pembangunan dan anggaran Desa melalui penvusunan RPUM Desa. RAP
lesa dan APE Desa.

Pensusunan dan Perubahan RPJIM Desa
Penvusunan dan Perubahan Desa dengan melakukan Pengkayan
hKeadaan Desa (PKD)], valtu. proses untuk menemukenali gagasan-
fipasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upa.a mengatasi
permasAlahan masyarakat dan masalah kemiskinan yang dihadapi serta
mengembangkan potensi yang ada di masvarakar,
lahap awal dari proses pengkajian keadaan desa adalah merigadakan
pertemuan di dusun untuk membuat peta sosial bersama dengan warga
dusun setempat. Metode atau teknik vang digunakan dalam pembuatan
peta sosial dalam pertemuan dusun sebagai berikut :

a. Penentuan klasifikasi hesejahteraan dan Pemetaan Sesial.
Tujuan penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokkan
rumah tangga di desa/dusun dalam kategori’ kava, menengah dan
miskin menurut kritena dan istilah setempat. Hasil pengelormpokan
selanjutnya digunakan untuk menggambarkan rumah tangga- rumah
tangga vang ada di desa pada sebuah peta. Dalam proses im. PD dan
KPMD harus mendokumentasikan kriteria dan daftar rumah tangea

4.

miskin.
langkah-langkah penentuan klasifikasi kesejahteraan sebagai
hertkut:
1} Masvarakat vang hadir diminta untuk mengungkapkan

bagaimana tingkatan kesejahteraan vang ada dalam masvarakat
selama imi. atau bagaimana mereka membedakan rumah tangea
dalam komunitas desa/dusun mereka. misalnia ada rumah
tangga vang kava. menengah atau miskin. Jents tingkatan yang
disebutkan masvarakat dicatat.

2) Masvarakat vang hadir dibagi menjadi 3 kelompok diskus:
kelompok diskusi tentang rumah tangga kaya, menengah. dan
miskin.

3) Masing-masing kelompok diminta membuat sebuah gambar vang
menjelaskan tentang tingkat kesejahteraan sesual topik
bahasannva, (gambar mengacu pada realitas vang ada «di

masvarakat!
4) Selesal membuat gambar, PD dan KPMD memandu setiap

kelompok untuk mendiskusikan cirn-cirl tingkat kesejahteraan
sesual topik bahasannva. Cirl-ciri vang disepakati kemudian
ditubskan dalam kertas.

3} Pemetaan RTM partisipatf: Masyarakat diminta untuk
melakukan pemetaan RTM partisipati untuk tebih menjabarkan
Kategori miskin dan sangat miskin. Pengertian Pemetaan RTM
Partisipatil adalah merumuskan kriteria dan mengidentifikas:
nama kepala keluarga, jumlah, dan lokasi RTM dan sangat
mskin di dusun. Tujuan dari Pemetaan adalah mendaparkan
kritenia dan baseline data RTM yang mendekati kenvataan
tentang kelompok sasaran program. Pemetaam ini juga
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bermantaat untuk digunakan sebagai aspek vang dominan dalam
menentukan kelavakan suatu usulan oleh tim vernfikasi usulan.
Kegiatan ini dilakukan di dusun dan difasilitasi cleh PD vang
dibantu oleh KPM di bawah supervist FM. Kegiatan ini dilakukan
dengan tahap: pertama: menggunakan alat penentuan kriteria
dan hategori rumah tangga miskin dan sangat muiskin. dan
kedua. melakukan pemetaan berdasarkan kritena dan kategori

Setelah membuat klasifikasi tingkatan kesejahteraan, pescrta
perlemuan dusun diiasiitasi untuk membuat peta sosial.
Penvusunan peta sosial dilakukan dengan menggambarkan dalam
sebuah sketsa peta dusun/desa tentang: Kondisi geografis. sumber
dava alam. tasiiltas umum., dan potensi desa lainnva. termasuk .ang
di luar batas desa tetapi membawa pengaruh besar terhadap sosial
ekonoml desa. seperti hutan, tambang, kebun, pabrik. pasar, dan
alur transportasi strategis.

iKegunaan peta sosial adalah sebagai alat bantu dalam:
" Menggah gagasan masvarakat dalam menentukan kegiatan-

kegiatan apa saja vang dapat memenuhi kebutuhan dan
perguna hag: mavoritas rumah tangga miskin.

* Mengidentittkast potensi vang ada untuk dapat dikembangkan
" Melaksanakan dan memantau tahapan Program DMIJ Plus

Terintegrasi, seperti penulisan usulan, verifikasi dan
musvawarah desa.

PD bersama KPMD mengeahungkan daftar rumah tangga miskin dan
sangat miskin berikut kriterianyva. serta peta sosial hasil pertemuan
dusun-dusun menjadi baseline desa tentang rumah tangga miskin
dan sangat miskin, serta peta sosial dusun/desa.

Untuk melengkapi peta sosial vang telah dibuat. selanjutnya adalah
melakukan pemetaan lembaga-lembaga vang ada di dusun dan desa.
seria pola huhbungan vang ada. Tujuan pemetaan Jembaga desa
adalah agar masvarakat dapat memanfaatkan lembaga vang ada
untuk sSarana omemecahkan masalah vang= dihadapi_ serta
mengoptimalkan potensi lingkungan vang dimiliki. Metade pemetaan
lembaga dengan menggunakan metode Diagram Venn vaitu dengan
menemukenal lembaga vang paling dekat dengan lokasi masvarakat.
kekuatan dan poatensinva, hubungan antar lembaga. serta peluang
dan mantaatnva bagi masvarakat.

Dokumen yang dihasilkan:
* Form kriteria dan kategori rumahtangga miskin dan sangat

miskin
* Form daftar KK rumahtangga miskin dan sangat miskin
» Form diagram venn kKelemrnbagaan
" Peta/sketsa dusun

Musvawarah Penggalian Gagasan
Musvawarah pengealian gagasan adalah pertemuan” kelompok
kelompok/dusun untuk menemukan gagaSan gagasan sesia!
kebutuhan masvarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan vang
disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan vane
ciajukan dalam rangka mendapatkan dana Program LMI Plus
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Terintegrast, tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung
penanggulangan kemiskinan.

Kelornpok vang dimaksud dalam proses penggalian gagasan adaiah
sekumpulan warga masvarakat (laki-laki, perempuan. atau
campuran) vang tergabung dalam: (a) Ikatan kemasyarakatan vane
hberlatar belakhang wilavah seperti RT, RW. Dusun: (b) kKelompak-
kelompok informal di masyarakat seperti kelompok ansan, kelompok
usaha bersama, atau kelompok keagamaan; {c} Pengelompuokan
inasyarakat lainnva sesual keadaan setempat.

Musvawarah penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan
pertemuan rutin) kelompok yang sudah ada (formal matupun
informal). Bahan vang diperlukan adalah peta sosial dusun. daftar
rumah tangga miskin dan sangat miskin di dusun_ berikut
kritenianva. seria lembar diagram Venn kelembagaan.
Hasil vang diharapkan dari musyawarah penggalian gagasan adaiah:
1} Disampaikarnnya Informasi tentang Program DFMIJ Plus

Tenmiegras! meliputt tujuan, prinsip, ketrentuan daser,. dan alur
kegiatan Programm DMI Plus Terintegrasi vang akan dilakukan.

2} Gagasan-gagasan kegiatan dari masyarakat untuk mengatasi
permasalahan dan penvebab kemiskinan, berdasarkan potensi
dan sumber dava lokal yang dimiliki sebagar bahan untuk
penyusunan dokumen RPJM Desa,

3) Usulan-usulan vang akan di usulkan pendanaannsia dari
Program DMI[J Plus Terintegrasi dan sumber biaya lainnyva untuk
dimasukkan dalam APB Desa vang akan di bahas dalam MUDPU.

4) Pemiihan TPU untuk menulis usulan vang akan di bahas dalam
MDPU

Dokumen vang dihasilkan:
® Daftar Hadir Peserta
* Dokumrn foto
" Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah
" Daftar Gagasan-Gagasan
* Daftar Priorttas Gagasan vang akan di bahas dalam MDPU

Musvawarah Pensusunan dan Pembahasan Draf RPJM Desa
Dari hasil vang diperoieh mulai dari tahap penyusunan peta sosial.
pengealian gagasan, perumusan masalah. pemeringkatan masalah dan
alternative tindakan, Seclanjutnva Tim Penyusun RPJM Desa melakukan
rapat pertemuan untuk sinkronisasi dan menyusun RPJM Desa sesuai
dengan Visi dan Misi Desa.
Berdasarkan hasil Musvawarah Penvusunan Draf RPJM Desa, Tim
KPEM Desa selaniutnya melakukan perbaikan dan pen\empurnaan.
Musvawarah Pembahasan RPJM Desa digunakan sebagai wadah untuk
tielakukan evaluast akhir dokumen draft RPUM Desa apakah sudah
sesuial dengan Visi dan Mis! Desa, apakah sudah menampung seluruh
permasalahan pembangunan yang termasuk dalam bidang
Penvelengeparaan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa.
fidang Pembinaan Kemasvarakatan Desa dan bidang Pemberdavaan
Masvarakat desa, apakah penyuslinan waktu pelaksanaan usulan sudah
sesual dengan priaritas desa. RPJM Desa juga mendukung Visi dan Misi
khabupaten Indragiri Hilir.
Hasil-hasil rapat digunakan sebagai bahan untuk melengkapi dan
penvempurnaan dokurmen Draft RPUM Desa.

5.
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Musvawarah Penetapan RPJM Desa
Musvawarah Penerapan Dokumen RPJM Desa dilaksanakan setelah
dokumen RPUM Desa sepenuhnva telah lengkap dan memuat seluruh
aspek dokumen perencanaan pembagunan. Pelaksanaan Musvawarah
Penetapan Dokumen RPJM Desa waktunva bisa disamakan dengan
waktu pelaksanaan MDPU atau Musyawarah Desa vang dilakukan
tersendirt,
Mekeanisme penetapan dokumen RPJM Desa ini dapat di gambarkan
sebagai berikut -

a. Dalam rangka penvusunan RPJM Desa, Pemerintah Desa
menvampaikan kepada Badan Permusyvawaratan Desa perthal
laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

b. Badan Permusvawaratan Desa menvebarluaskan informasi
tentang hasil pengkajian keadaan desa kepada masvarakat Desa

c. Masvarakat desa dapat berpartisipasi dalam penvusunan RPM
Desa dengan menyalurkan aspirasi kepada Radan
Permusvawiratan Desa

d. Dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
sebagaimana dimaksud diatas, Badan Permusyawaratan Desa
menvelengarakan Musyawarah Desa untuk perencanaan clesa.

¢. Dalam rangka penyvelenggaraan Musyawarah Desa tersebut.
Badan Permusvawaratan Desa harus mengundang masyarakat
dusun dan/atau kelompok masvarakat vang mengajukan usulan
rencana kegiatan pembangunan Desa.

f. Musvawarah Desa membahas dan menvepakati:
1) Laporan hast pengkajian keadaan Desa:
2} Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa vang dijabarkan

dari visi dan misi Kepala Desa; dan
3) Reneana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

Desa. pembangunan Desa, pembinaan kemasvarakatan Desa.
dan pembetdavaarm masvarakat Desa

g. Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi
kelompok secara terarah vangdibagi berdasarkan bidang
penyclenggaraan pemerintahan Desa. pembangunan Desa.
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masvarakat
Desa.

nm. Kesépakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi
Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa.

1 Pemerintah Desa menvelenggarakan musvawarah percncanaan
pembangunan Desa dalam rangka membahas dan menvepakati
rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musvawarah
perencanaan pembangunan Desa menjadi dasar bagi kenala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan pcraturan
Desa tentang RP.IM Desa.

|. Badan Permusvawaratan Desa harus mengawasi dan memastikan
penetapan RPJM Desa berdasarkan pada hasil kesepakatar
Musvawarah Desa,

Penulisan Usulan
Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara
tertuhs usulan kegiatan masyarakat yang akan diajukan pada MDPU.
Proses int dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa/ RKP Desa vang
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan kepala Desa. Tim Penyvusun
RPIM Desaf RNP Desa akan mendapatkan pelatihan dari pihak vang
berkopeten dalam bidangnya yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
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9.

Has] vang diharapkan dari tim penvusun adalah proposal kegiatan dan
dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.

MPU
MOPU merupakan pertemuan masvarakat di desa yang bertujuan untuk
membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dan proses penggalian
gagasan di kelompok/dusun. Bahan-bahan vang harus disiapkan adalah
peta desa hasil penggabungan semua peta dusun, rekap data RTM
dusun. diagram Vern kelembagaan, rekap gagasan semua dusun. rekap
masalah semua dusun, dan usulan kelompok perempuan.
Hast] vang diharapkan dari MDPU adalah :

a. Terumuskannsa visi desa yang dibuat berdasarkan proses
sebelumnva yang berasal dari penggalian gagasan.

Db. Tersusunn\a peta sesial desa dan prioritas kegiatan dari hasil
penggalan gagasan vang kemudian dijadikan bahan masukan dalam
penvusunan RKP Desa,

c. Berdasarkan tabel penggalian gagasan MDKP, mengesahkan usulan
kegiatan hasil keputusan MDKP.

d. Berdasarkan tabel penggalian gagasan, menetapkan rangking usulan
kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas
hidup masvarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan
kapastias kelompok-kelonipok usaha ekonomi

e. Ditetapkannva dafiar usulan-usulan kegiatan vang akan diajukan
pendanaanya melalui sumber dana lainnva (swadava. pendapatan
Desa. dan lain-lain). Usulan ini dapat disampaikan melalui
Musrenbang Desa dan Musrebang Kecamatan.

8.

Peserta dari. MDPU meliputt:
" Kepala desa
* <Aparat desa
» BPD
= LPM
« Wakil RTM desa
» Wakil Perempuan
® LSM /ormas
*" Toakoh Masvarakat
" Tokoh Agama
* Anggota masvarakat lainnya vang berminat untuk hadir.

Proses ini difasilitasi oleh PD dan dapat dibantu FM. PD perlu
mengupayvakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnva dihadin 30
orang peserta dengan keterwakilan vang memadai seria sekurang-
kurangnva 30% dari peserta MDPU adalah perempuan.
Dokumen vang dihasilkan:

Berita acara hasil musyawarah
* Peta sosial desa. visi desa
® Daftar usulan kegiatan desa
* Draft RPUMDesa (jika penetapannya terpisah dengan MDPU}
* Craft REPDesa
* Peraturan Kepala Desa tentang pembentukan BKD

A,

Musvawarah Penvusunan RKP Desa
RKP Desa merupakan jabaran rencana kerja pembangunan desa vang
mehputt rencana Kegiatan pembangunan untuk tahun anggaran berjalan
‘ang akan didanai di Program DMIJ Plus Terintegrasi maupun rencana
kegiatan pembangunan vang diusuikan pendanaannya dani sumber dana
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lain dan kegiatan vang akan diteruskan untuk proses Musvawarah
Perencanaan Pembangunan kecamatan dan Kabupaten.

Proses Pens usunan RKP Desa ini adalah sebagai berikut:
a Badan Permus\awaratan Desa menvelenggarakan Musvawarah Desa

vang diselenggarakan dalam rangka menjabarkan RPJM Desa
menjadi RKP Desa.

b. Dalam rangka penvelenggaraan Musvawarah Badan
Permusvawaratar Desa harus mengundang masyarakat dusun
dan/atau keloampok masvarakat yang mengajukan usulan rencana
kegiatan pembangunan Desa.

¢. Bataan Permusvawaratan Desa menvebarluaskan informas: tentang
hasi penjabaran pembangunan jangka menengah desa.

d Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi
Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

e. Pemeriniah Desa menvelenggarakan musvawarah perencanaan
pembangunan desa dalam rangka membahas dan menvepakat
rancangan RAPDesa.

t. Hasil kesepakatan menjadi dasar bagi kepala Desa dan Badan
Permusvawaratan Desa untuk menetapkan peraturan Desa tentang
RKP Desa.

y. Badan Permusvawaratan Desa harus mengawas! dan memastikan
penetapan RKP Desa berdasarkan pada hasil kesepakatan
Musvawarah Desa.

Hasil vang dtharapkan dani Musvawaran Pensusunan RKP Desa adalah
tersusun dan ditetapkannvanva RKP Desa

10.Penvusunan Desain dan RAB
Langkah hernkutnyva setelah verfikasi usulan dan atau MDPU adalah
Penyusunan Desain dan RAB yaitu:
a. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Desain, dan RAB

Tim Penyusun KAP Desa bersama KPMD dengan dibimbing dari PD
dan FM melakukan survei dan pengukuran Ilokasi. Sila’ Titn
Penyvusun RAP Desa dan KPMD sudah mampu. selargjutnsya
berdasarkan atas hasil surveil dibuatkan desain, gambar teknis
[(rencana prasarana) atau rencana pelaksanaan kegiatan. dan RAB-
nva.
Proses pembuatan desain dan RAB tetap mengacu kepada kaidah
dan spesifikasi teknis untuk menjamin mutu kegiatan.

b Standar Harga Satuan
Mekamisme penetapan standar harga dalam perencanaan sebagai
berikut :

- Standar harga mengacu pada standar harga yang dtkeluarkan
oleh Bupati Indragiri Hilir.
Apabila standar harga vang ditetapkan oleh Bupati Indragirt Hilir
tidak sesuai dengan kondisi lapangan maka desa dapat
menetapkan harga satuan ditingkat desa dengan
Tempertimbangkan biava angkut dengan surat Keputusan hepala
Desa vang melampirkan survey harga satuan bahan. alat dan
upah minimal 3 (tiga) penvedia barang dan jasa.

c. Pemeriksaan Desain dan RAB
Setiap desain dan RAB yang telah selesai dibuat oleh Tim Penyvusun
hbersama KPMD atas supervisi dari PD dipenksa oleh FM. Sedangkan
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ff.

desain dan RAR vang pembuatannyva difasilitasi oleh FM diperiksa
oleh Spesialis Teknik.
Khusus untuk usulan kegiatan prasarana termasuk reneana
pelaksanaan kegiatan dan rencana pengadaan bahan vane dtajukan.
harus memenuht beberapa kriterla teknis dan aspek lngkungan
serta memenuhi persyaratan sebagai benkut:
1} Komponen RAB vang menyertakan dana swadava dilampuiri

dengan sural pernvataan kesanggupan memberikan swadava
serial wang tercantum dalam RAB:

2) Setiap kegiatan vang akan dilakukan dimungkinkan adansa
sumbangan Jahan atau aset lain dar! masvarakat. Sumbangan
ml dapat bersitat sukarela demi kepentingan umum dan dapat
pula bersitat sumbangan dengan kompensasi. Oleh sebab itu,
masvarakat wajib diberl penjelasan vang lengkap dan tepat
tentang persyaratannva, serta prosesnva didokumentasikan
dengan baik;

3} Apahbila dibenkan kompensasi, maka prosesnva mengikuti
ketentuan vang berlaku dan lavak sesuat kondisi setempat. Giava
kompensasi tersebur tidak boleh dialokasikan dari dana vang
bersumber dari Prograrn DMIJ Plus Terimtegrasi. tetapt berasal
dari sumber tain vang tidak mengikat,

4, Sebclum pelaksanaan kegiatan ditlakukan maka proses
pemberian kompensas: harus sudah diselesaikan,
Setiap pelaksanaan kegiatan harus meminimalkan pengaruh
buruk sosial ekonomi mas\arakat sekitar.

1]. Penvusunan dan Pengesahan RAPB Desa
RAPB Desa merupakan dokumen vang disusun bersama oleh Tim
Penvusun KAP ijesa bersama Pemerintah Desa dan BPD sang
selanjutnva dikonsultasikan kepada Camat. Hasil calatan. rekomencdasi
Caumat selanjutnva dilakukan perbaikan sesuai mekanisine dan
disahkan menjadi APB Desa.
Dalam pensusunan RAPR Desa dapat berkonsultas: dengan Fasilitator
ditngkat Kecamatan dan atau Fasilitator ditingkat Kabupaten
Badan Permusvawaratan Desa menyelenggarakan Musvawarah Desa
sang diselenggarakan dalam rangka penyvusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RAP Desa.
alam rangka penyvclenggaraan Musvawarah Desa, Badan
Permusvawaratan Desa harus mengundang masvarakat dusun
dan/atau kelompeok masyvarakat vang mengajukan usulan rencana
Kepiatarl pembangunan Desa.
aadan Permusvawaratan Desa menvebarluaskan Informas! tentang hasil
kesepakatan musvawarah Desa. Musvawarah Desa tersebut membahas
rancangan APB Desa vang disustn oleh Pemerintah Desa.
Rancangan APB Desa vang disepakati dalam Musvawarah Desa menjadi
dasar bagi kKepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk
menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Badan Permusyawaratan Desa harus mengawasl! dan memastkan
yenetapan RKP Desa berdasarkan pada hasil kesepakatan Musvawarah

| esa.

Pelakhsanaan
Untuk mengamin kualitas pelaksanaan kegiatan vang tetap mengacu pada
prinsip dan mekanisme Program DMIJ Plus Terintegrasi, maka periu adanva
persiapan pelaksanaan svang baik, Persiapan pelaksanaan in lebih
dittyukan kepada penyiapan aspek sumber dava manusia_ ftermasuk
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masvarakat, Pelaksana Kegiatan, dan seluruh pelaku Program DMIJ Plus
Terinfegrasi lainnva. Karena itu. Pelaksana kegiatan (PK) perlu
mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan.
1, Persrapan Pelaksanaan

Pelaksana Kegiatan Desa bersama hades secepatnva mengadakan rapat
persiapan pelaksanaan di Desa sebelum memulai pelaksanaan kegiatan.
Rapat persiapan di Desa difasilhtast cleh PD bersama APMD ates
suipervis,. FM. tlasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah
keria selanzutnyva.
liast] vang diharapkan -

a. Dibahas dan disepakati tentang peran., fungsi dan pembagian tugas
hap Pk dalam pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi ci Desa:

b. Menvusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannva. seperti
rencana pendatraran tenaga kerja;

¢. Disepakati jadwal. tata cara, dan sanksi-sanks) pertemuan rutin
mingguan atau bulanan PK untuk evaluasi pelaksanaan.

2. Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Burang/Jasa di Desa mengacu pada peraturan LKP?P Nomor
12 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa cil
Desa. Peraturan isupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

3. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana vang
telah disepakati musvawarah desa setta rapat-rapat persiapan
pelaksanaan.
boalarmn pelaksanaan kegiatan imi perlu diperhatikan hal-hal penting
sebugal berikut:

1) Masyarakat Desa merupakan pemilik kegiatan, sehingga
pelaksanaan kegiatan perlu dilaporkan kepada masvarakal vang
difasihtasi oleh BPD;

2} Masyarakat Desa mendapat priomtas untuk turut hekerja dalam
pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masvarakat miskin atau

anggota RTM:
3) Apabila ada bagian pekerjaan vang belum mampu dikerjakan

oleh masvarakat sendiri, PK dapat mendatangkan tenaga tramp!
atau ahli dari tuar sepanjang disepakati dalam mussyawarah desa.
dan kebutuhan tersebut di atas harus diperhitungkan daiam RAB
kesiatan,

4) Penegunaan dana sesuai dengan rencana dan keptatan apar
mencapai hasil sang memuaskan serta selesai tepat waktu.

a. Pengadaan Tenaga Kerja
PK mengumumkan adanva rencana pelaksanaan kegiatan kepada
masvarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya. serta upah dan han
kerja vang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnva.
Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bag) warga desa
rermasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi anggoia RTM.
Pengumuman disampaikan melalui papan informasi Desa vang
ditempatkan di tempal vang strategis, di mana masvarakat
herkumpul. sehingga setiap warga masvarakat tahu bahwa ada
pembangunan ch tempatriva.

bh Rapat Evaluas: PRK

Rapat evaluasi dilaksanakan di desa, Hasil vang diharapkan dan
pertemuan im adalah |
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!) Laporan kemajuan target pekerjaan dibandingkan rencana vang
sudah dibuat:

4) Adanva pembahasan tentang kendala dan masalah vang terjadi
serta mencar. penvelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan,

4. Kevisi Kegiatan
Pada prinsipnva tidak dibenarkan melakukan revisi terhadap rencana
kegiatan vang telah ditetapkan. Revisi dilakukan apabila pada suatu
kondtsi vang sangat mencesak.
Revist tetsebut dibuat oleh Kepala Desa. PPKD bersama Tim Penvusun
RIM Desa/ RKP Desa dam BPD yang disetujui oleh FM serta diketahul
oleh Camat. Rencana revisi ini telah dimusvawarahkan hades, BPO? dan
PPAD dengan masvarakat. Pendataan perubahan tersebut harus segera
dituangkan dalam Berita Acara’ Revisi lengkap dengan gambar
perubahan dan Jeris pengeluaran biava. Kegiatan baru tidak bolch
dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui.

Prinsip revisi Termasuk:
a. Jumiah alokasi bantuan tetap (tidak bisa diubah). meskipun terdapat

revisl pada desain kegiatan.
b. Alokasi dana tiap jenis kegiatan. tidak boleh dialihkan ke jenis

kegiatan latin tmisal: kegiatan jalan desa diubah menjadi air bersih
dan MCk},

¢ Jika ada kegiatan vang batal karena tidak memenuhi kelayakan
tekrus di suattt tempat maka periu dilakukan pengulangan sebagian
prases seperlunva sampai penerbitan Surat Peraturan kKades baru
agar semua alokasi Program DMIJ Plus Termntegrasi dapat
dimantaatkan, Jika ada kegiatan vang terpaksa dibatalkan maka
prioritas kegiatan vang didanai adalah ranking berikutnva hasil
Musyawarah Desa Prointas Usulan {MDPU}.

o>. APL Desa Perubahan
ldalam hal situasi dan keadaan tertentu perlu dilakukannya perubahan
terhadap APB Desa vang telah ditetapkan, maka desa dapat mclakukan
APB Desa Peruhahan setelah melakukan musvyawarah Desa tentang
perubahan tersebur. Perubahan dimaksud setelah disetuwjyui cleh Bupati
melalu: camat. Apabila APB Desa tidak mendapat persetujuan. maka
perubahan tidak dapat dilaksanakan,

6, Pokumentas! Kepiatan
seluruh kegialan dan Program DML] Plus Terintegrast harus
diujokumentasikan oleh PD dan FM. Meskipun demikian., untuk
hepentingan desa dan kecamatan. maka KPMD dan TPR juga harus
mengelola dokumentasi kepiatan.
Pada akhir periode pelaksanaan Program DMIJ Plus Termtegrasi, FM
harus memastikan adanva dokumentasi foto yang disusun dalam satu
albuin khusus, dengan ketentuan :

a. Foto-foto yang dittampilkan merupakan foto-fote kegiatan di desa
bersangkutan. Bukan kumpulan foto dari setiap desa penerima
Program DMIJ Plus Tenntegrasi, namun sudah merupakan hasil
seleksi dari semua arsip foto vang ada. Tetapi tidak boleh hanva foro
dar] satu desa saja.

b Setiap foto perlu dibenkan catatan atau keterangan ringkas.
¢. Poto vang ditampikan mehputi :

1) Fota kondisi O%s, 50%, dan 1G0°% vang diambil dan sudut
pengambilan vang sama.
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7.

“| Foto vang memperithatkan orang sedang bekerja secara beramai-
Tama.

4) Foto vang memperlhatkan peran serta perempuan dalam
kegiatan prasarana.

4) Foto vang memperlihatkan pembayaran insentif secara langsung
kepada masyarakat.

Penvelesaian Kegiatan
Penvelesalan kegiatan vang dimaksud distni adalah penvelesaian dari
Hap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagar bagian dari
pertanggungjawaban Ph di Desa. Terdapat beberapa prosedur vang
harus diaksanakan dan diselesaikan, meliputt:

b.

Pembuatan Laporan Pernvataan Penyelesaian Pekerjaan
LP3 memuat pernmvataan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai
chlaksanakan 1100%| serta siap diperiksa oleh PD dan FM. LP3
ditandatangani oleh PK, PPTPKD mengetahui Kepala Desa. Pada saat
LP3 ditandatangani. seluruh administrasi baik pertanggungjawaban
dana matupun jems administrasi lainnva sudah dilengkapi dan
dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biava .

Realisasi Kegialan dan Biava (RKB)
Untuk kejclasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di
lapangan serta pengeunaan dana bantuan Program DMIL/J Plus
Terintegrasi dit desa. PK dan PTPKD vang dtbantu oleh PD dan FM
harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biava_ berikut
rekapitulasinva. Di dalam realisasi kegiaian dan biava dibuat secara
lerpisah antara setiap kegiatan. RKB harus dibuat sesuai dengan
kondis! terlaksana di Japangan dan menunjukkan target akhir dari
pelaksanaan Program DMIJ Plus Terintegrasi di desa. Harga-harga
satuan, volume, jumlah HO terserap, besarnva, dan distribus: dana
dan setiap kegiatan di luar prasarana harus berdasar kepada kondisi
aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan vang ada pada buku
kas umum {BKU). Harus dihindari sikap vang hanva menvalin atau
menulis ulang RAB awal tanpa melihat realisasi yang setelah terjacdi
di lapangan. Pembuatan RKB hanvalah merekap atau merangkum
seluruh catatan nengpunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang
dibuat selama pelaksanaan. Jika terdapat kontribusi swadava
masvarakat selama periode pelaksanaan, periu dicantumkan dalam
RKB.
RRR merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dan LP3,
sehingga harus sudah dapat diseiesaikan sebelum LP3
ditandatangant. RAB juga akan banvak manlaatnva untuk
menjelaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan vang muncul pada
saat pemeriksaan atau audit. Pada kegiatan pembangunan
prasarana, perincian volume dan biaya vang tercantum pada format
KAI} harus sesual dengan lapangan dan berkaitan erat dengan
gamibar-gambar purnalaksana vang juga merupakan lampiran dalam
dokumen penvelesatan. Gambar-gambar vang dilampirkan dalam
dokumen penvelasaian. yaitu denah atau lay out, peta situasi. detail
konstruksi dan gambar lain-lain yang juga merupakan bagian dari
RAB. harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada atau terlakasana
di lapangan. Harus dihindan’ melampirkan gambar-pambar desain
daiam dokumen penvelesaian tanpa menvesuaikan dengan kondisi
vang terjadi di lapangan. Jika terjadi perubahan di lapanpan, di
samping dilakukan perubahan pada gambar juga harus dituangkan
dalam berita acara revisi.
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8 Musvawarah Desa LRPJ Kades dan Musvawarah Perencanaan
Penibangunan Desa |Musrembangdes}
LkPJ Akhit Tahun Anpgaran Kepala Desa adalah proses kegiatan
pelaporan Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD sebaga! bentuk
perlanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. meliputi keterangan
seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB
Desa,
Atus,awarah Perencanaan Pembangunan Desa vang selanjutnva disebut
Musrenbang Desa adalah forum musvawarah tahunan sang
diaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa
(Mihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak
vang akan terkena dampak hasil musvawarah) untuk menvepakat
rencana 1 (satu) tahunan dalam bentuk RAP Desa yang dijabarkan dan
hasil proses review RPJM Desa. Pelaksanaan Musrenbang Desa dilakukan
pada bulan Januari,
RKP [desa merupakan jabaran Rencana kerja pembangunan desa vang
meliputh Rencana Kegiatan pembangunan untuk Tahun Angparan
Berjalan sesual hasil perencanaan tahun sebelumnya dan Rencana
Kegialan Pembangunan Tahun vang akan datang.
RKP Desa vang akan dijadikan sebagai acuan Rencana Kea
Pembangunan tahun yang akan datang. diperoleh dart review RPJM
Desa dan RKP Desa tahun sebelumnya.Dalam RKP Desa. ditetapkan
juga jenis-jenis usulan kegiatan vang sesuai dengan kriteria pencdanaan
Program DMJ Plus Terintegrasi. Dalam proses Musrenbang Jiesa.
adalah menginformasikan kembali jenis usulan vang telah ditetapkan
dalam Musyawarah Desa berdasarkan hasil proses partisipaul yang
sudah dilaksanakan.,

Hasil sang diharapkan dart Murenbang Desa adalah :

a Tersasialisasikanva hasil Review RPJM Desa
b Terevaluasinva RKP Desa tahun sebelumnya yang telah didanat oleh

SKPID teknis melalui UPTD terkait.
¢ Disepakatinya kepiatan vang akan didanat dengan dana gotong

rovong. swadaya dan RKP Desa yang akan dibawa ke tahap
perencanaan sclanjutnya di tingkat Musrenbang kecamatan.

Peserta dari Musrembang Desa meliputt:
« kKepala desa dan aparat desa,
» BPD
© UU PTD terkait
Fr OLPM,
* Wakil RTM desa,
* Wakil Perempuan,
= LSM /Ormas.
« Tokoh Mass arakat

Tokoh Agama.
# Anggota massarakat lainnya yang Derminat untuk hadir.

Proses im difasilitasi cleh PD dan FM. Fasilitator perlu mengupayakan
seoptimal mungkin agar peserta sekurang-kurangnya 30 orang hadir
dan minimal 30. dari peserta musrenbangdes adalah peremmpuan.
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BAB V
KELURAHAN

A. Latar Belakang
Kelurahan merupakan bagian wilavah dari Kecamatan. helurahan
sebagal perangakat Kecamatan vang mempunval tugas dan fungsi
melaksanakan penvelenggaraan Pemerintah di Wiavah hKelurahan vang
dipmpin oleh Lurah. Lurah mempunyal tugas mélaksanakan kepiatan
Pemerintahan kelurahan pada bidang Pemberdavaan dan Pendampmgan
Tmiasvarakat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
helurahan merupakan dasar dari satuan Pemerintah yang terkect! vang
merupakan bagian dari komunitas Pemerintahan Negara. kKelurahan
juga merupakan wajah Kecamatan, sehingga keberhasilan dalam
melakukan Pembangunan juga merupakan tangepungjawab seluruh
masvarakat, dalam artian masvarakat Juga harus ikut berpartisipasi
dalam perkembangan sehingga bisa mandiri sesual dengan potensi dan
sumber dava vang dirmlik: wilavah tersebut.
Pemenntah melalui Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 tentang
Kecamatan mengisvaratkan adanya peluang untuk dapat tebih
mengembangkan kelurahan terutama pada hidang I[nfrastruktur dan
Pemberdavaan Masvarakat. sebelumnyva dibandingkan dengan Desa.
Kelurahan memiliki sumber anggaran vang terbatas vang sangat tidak
memungkinkan untuk membangun Kelurahan secara optimal.
hKemudian dengan dikelurakannya Peraturan Menten Dalam Negeri No.
140 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan semakin
menguatkan bahwa perhatian pemerintah sangat besar untuk dapat
Inengembangkan can meningkatkan pembangitnan di Kelurahan.
hegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana digunakan untuk
membiavat pelas,anan soial dasar vang berdampak langsung pada
meningkatknyva kualttas hidup masyarakat.
Peningkatan perkembangan kelurahan dilakukan melaiui kepiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan dan Pemberdavaan
Masyarakat Kelurahan. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
digunakan untuk membiaval pelayanan sosial dasar vang berdampak
langsung pada meningkatnva kualitas hidup masvarakat. Kegiatan
Pemberdavaan Masvarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan
kapasitaS dan kapabiltas masyarakat di khelurahan dengan
memnmdavapunakan potensi dan sumber daya sendir,

B. Musrenbang
Misvawarah perencanaan pembangunan {musrenbang} kelurahan
adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan
(stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan,
Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masvarakat di Kelurahan.
ldalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdavaan
masvarakat di kelurahan. dilakukan melalui musvawarah antara lurah
dengan dlembaga pemberdayaan omasvarakat kelurahan, vang
dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan
tambahan dan/atau perubahan, adapun kesepakatan sebagaimana
dibuat dalam bentuk berita acara.
Musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penvepakatan
penvusunan program dan kegiatan pembangutnan di wilayah kelurahan,
baik ang ditangani secara swadaya, maupun melalui pos hantuan
daerah berdasarkun dokumen perencanaan yang selanjutnva kecamatan
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menvustin rencana kerja dan anggaran sesuai dengan sumber
pendanaan masing-masing kegiatan.
Keneana kerja dan anggaran kecamatan disusun oleh camat atas usul
lurah selaku kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dimana anggaran kegiatan. masing-
masing dituangkan pada rencana kegiatan dan anggaran tersendiri.

C. Pendampingan
lintuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonom: Kelurahan
serta membangun kapasitas Kelurahan yang berkelanjutan9 untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masvarakat dan
Pembangunan kelurahan, pemerintah kabupaten dapat menugaskan
dan menetapkan pendampingan program DMiJ Plus Terintegrasi dalam
setlap kegiatan vang dilaksanakan,

ID. Keluaran Program DMIJ Plus Terintegrasi
Adapun keluaran kegiatan Program DMIJ Plus Terintegrasi pada setiap
kelurahan vang ada di kabupaten Indragin Hilir dengan mengacu pada
tupokst dan kegiatan vang diatur secara khusus, yakni demi tercapainsa
Tifuan dart program pemerintah dalam mempercepat peningkatan
keseyahteraan masvarakat. mengurangi angka kemiskinan’ dan
memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat.
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BAB VI
BANDAN USAHA MILIK DESA

Badan Usaha Milik Desa {BUM Desa) adalah Badan Hukum vang didinkan
dleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, mamfaatkan
asset, mengembangkan investast dan produktivitas. menvediakan jasa
pelavanan, dan/atau menvediakan jenis usaha Jainva untuk sebesar-
besarnva kesejahteraan masvarakat Desa.
A.

3.

[).

I3\'M Desa terdiri atas:
i. BUM Desa
2. 3UM Desa bersama.
BieM Desa/BUM Desa Bersama Bertujuan:
|. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengeiclaan usaha. serta
pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi
Ljesa:

2. Melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui penvedian barang dan
atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa. dan
mengelola lumbung pangan Desa:
.Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan
pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar- besarnyva manfaat
atas surnber dava ekonomi masvarakat Desa:

4. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa
dan

3 Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
1 UM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa herdasarkan Musvawarah Desa
dan pendiniannva ditetapkan dengan Peraturan Desa,

2. BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan
Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan
Peraturan Bersama hepala Desa.

3. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi. kegiatan
usaha, atau kedekatan wilayah.

4+. Pendinan BUM Desa bersama tidak terikat pada batas wilavah
admiunistratif.

©. Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara
langsung.tanpa mempcrtimbangkan ada atau tidaknva BUM Desa di
Desa masing-masing.

6. Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa paling sedikit
memuat:
a. Penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama
b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama
¢. Penetapan besarnya penvertaan modal Desa dan/atau musvarakat

Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya
dibahas dan ditetapkan dalam Musvawarah Desa/ Musvawarah Antar
Desa. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedilkit
MC rmuaw#.:

3.

Cc

|. rama:
2. tempat kedudukan,:
3. maksud darr tujuan pendirian:
4+. modal:
3. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelavanan umum:
® nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas:
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G,

7. hak, kewatiban, tugas. tanggung jawab dan wewenang serta tata cara
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat. pelaksana
operasional. dan/atau pengawas; dan

8. Ketentuan pokok penggunaan dan perrrhagian dan/atau pelaksanaan
dan pemanfaatan h_asil usaha.

Perangkat Organisasi KUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
Musvawarah Desa /Musvawarah Antar Desa
Penasthat
Pelaksana operasional
Pengawas

1

Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang
pengangkatan, pemberhentian. hak dan kewajibannya berdasarkan
perjannian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenal ketenaga kernaan. Pegawai BUM Desa/BUM [Desa bersama
terdiri atas:

a, sekretaris:
bh. bendahara,
Cc. pegawal lainnva.

Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan. wewenang
dan tugas. Pelaksana cperasional, Pengangkatan dan pemberhentian
sekretarms dan bendaha diputuskan melalui Musvawarah
Desa/Musvawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana
operasional. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnva
ditetapkan alch pelaksana operasional.
Rencana Program Kerja
Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM
Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku vang akan
datang. Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUMDesa bersama
disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa
bersama diputuskan dalam Musvawarah Desa/Musvawarah Antar Desa
schagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam
hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program
kerja BUM Desa/BUM Desa bersama maka berlaku rencana program
kerja RUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

Revicana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit
memuat:
i. Sasaran usaha, stralegi usaha, kebijakan. dan program kerja/kegiatan

BUM Desa/BUM Desa bersarna
2. Anggaran BUM Desa/I3UM Desa bersama vang dirinci atas setuiap

angparan program kerja kegiatan
3. Hal lain vang memeriukan keputusan Musvawarah Desa/ Musvawarah

Asitar Desa.
Modal RUM Desa dan BUM Desa Bersama
|. Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdir atas:

a. Penvertaan modal Desa;
b Bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa vang

ditetapka dengan peraturan Desa atau APB Desa masing-masing
Desa

c. Penvertaan modal masvarakat Desa
d. Berasal dari lembaga Badan Hukum, lembaga tidak berbadan

hukum, orang perorangan, gabungan orang dari Desa dan /atau
Desa-desa setempat
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e. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musvawarah
Desa/Musvawarah Antar Desa untuk menambah modal,

2 Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dary
a. Penvertaan modal Desa
Db, Penvertaan modal masvarakat Desa.

H. Aser BUM Desa dan BUM Desa Bersama
Aset BUM Desa; BUM Desa bersama bersumber dart:

nenvertaan modal;
bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
hasil usaha:
pinjaman: dan/atau

_ suimber lain vang sah
I lenit saha BUM Desa/BUMDesa Rersama
Usaha BUM Desa, BUM Desa Bersama adalah kepiatan dibidang ekonarny
dan;atal pelayanan urmum sang dikelola mandir oleh BUM Desa. Untuk
memperaleh keuntungan funans:al dan membenkan manta
kepada .rnasvarakai. Lnit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat
melaniikan kegialan:

1. pengelolaan sumber dava dan potensi baik alam, ekonom:. buclaya,
sosial, religi. pengetahuan, keterampilan. dan tata cara hidup berbasis
kearian lokal di masvarakatlndustri pengelola berbasis sumber dava
lokal

2. Jaringan industn dan perdagangan
Lavanan jasa keuangan
Pelavanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan.
elekinhkasi. sanitasi dan pemukiman

2. perantara harang/jasa termasuk distribusi dan keagenan: dan
6. kegatan lain vang memenuhi kelayakan.

E

U
r
ee

BUM Desaf/BUM Desa bersarma dapat melakukan penutupan Unit Usaha
BUM I3esa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai bertkut:

a Terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan:
b, Terdapat indikas: bahwa Unit Usaha BUM Desa/RUM [Desa

hersama mensebabkan pencemaran dan atau kerusakan bagi
lingkungan dan kerugian masyarakat Desa:

c. Terjadi penvimpangan atau pengelolaan tidak sesual anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/ RUM
Desa bersama,

d. Sebab lain cisepakati dalam Musvawarah Desa/f Musvawarah Antar
Desa; dan/atau

e. Sehab lain berdasarkan. putusan pengadilan dan/atau sesuai
dengan ketentuan pcraturan perundane-undangan.

Aset Desa vang dtkelala. dipakal sewa, dipinjarm. dan diambil manfaatnsa.
pada saat penutupan tnit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama tidak dapat
dyad:kan jaminan, ganui rugi, memenuhari kewajiban atau prestast lain vang
menjad? tanggung iawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa dersama.
J. Penpadaan Barang dan Jasa

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama
dlaksanalkan dengan memperhatikan prinsip TANS PaTAarsi,
akuntabilitas, etisienst. dan profesionalitas.

2. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Pesa/BUM
liesa bersama dipubhkasikan melaiut media vang dapat dijangkau oleh
masvarakat Desa.

T.
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3. Tata cara Pengadaan hbarang dan/atau jJasa disesuaikan dengan
kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai
dengan prinsip. kebyakan, dan etika dan mengikuti kelaziman praknk
dunia usaha, dilakukan melalui swakelola dengan tetap
memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan vane dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan
burang dan/atau jasa melalui swakelola, dilakukan melalut penvedia
harang/jasa, dimana dalam prosedur operasional standar yang dibahas
dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan
pengawas.

4 Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penvecha
harang/jasa dilakukan melalur:
a. Tender/seleksi umum., yaitu diumumkan secara luas guna member

kesempatan kepada penyedia barang dan/atau Jjasa vang
memenuht kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;

b. Tender terbatas/seleksi terbatas, vaillu pengadaan harang dan/satau
jasa vang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 [dita}
penawaran:

c. Penunjukan langsung. yaitu pengadaan barang dan/atau jasa vang
dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penvedia harang
dan/atau jasa

d. Pengadaan langsung, vaitu. pembehan terhadap barang vang
terdapat di pasar, dengan demikian nijlainva bercasarkan harga
pasar.

kK. Pertanggung Jawaban
Pelaksana operasional wajib menviapkan laporan berkala yang mernuat
pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
Laporan berkala sebagaimana laporan semesteran dan laperan tahunan.

|. Laperan semesteran disampaikan kepada penasthat.Laporar
semesieran paling sedikit memuat:
a. laporan posisi keuangan sernesteran dan perhitungan laba rug

semestran serta penjelasannya,
b. Rincian masalah vang timbul selama satu semester yang

rnempengaruhi kegiatanDesa/BUM Desa bersama.

2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksr.rd pada aratdisampaikan
kepada Musvawarah Desa/Musvawarah Antar Desa setelah ditelaah
Qehpenasthat dan pengawas.Laporan tahunan sebagaimana dimakstrd
pada avat paling sedikit memuat:
a. Perhitungan tahunan vang terdiri atas laporan posis! keuangan

akhir tabun buku vang baru berakhir dan perhitungan laba rugl
dari tahun buku. vang bersangkutan serta penjelasannva:

b. laporan posisl keuangan dan perhitumgan faporan laba rug
konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama:

ec. laporan mengenat keadaan dan jalannva BUMDesa/BUM Desa
bersama serta hasil vang telah dicapal:

d, kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa. Bersama dan perubahan
selama tahun buku;

c. rinctan tmasalah vang timbul selama tahun buku vang
Temengaruhi kegiatan BUMDesa/BUM Desa bersama: dan

f laperan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operastonal,
pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat
vang telah dilaksanakan selama tahun buku vang baru herakhir.
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3. Selain laporan berkala, pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat
membenkan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musvawarah
Desa / Musvawarah Antar Desa.

Hast! Musvawarah Desa dan/atau Musvawarah Antar Desa dipuhlikasikan
melatur alat media massa dan papan, informasi publik yang mudah ciakses
masvarakat desa. Musvawarah Desa memutuskan penerimaan laporan
tahunan BUMDesa/BUM Desa bersarna serta memutuskan pengeunaan
hast! Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama vang menjadi bamian Desa,
Penerimaan laporan tahunan BUM [besa/BUM Desa bersama oleh
Musvawarah Desa / Musvawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab
penasihat,pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan
wewenang dalam tahun buku vang berakhir.
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BAB VI]
SKALA PRIORITAS

Desa menetapkan skala proritas pembangunan Desa. Skala prioritas ini
mengacu pada skala prormtas dan kebyakan Pemerintah hahupaten.
Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan
aCUAN Program dan kegiatan bagi penvelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usui
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa vang dibiayai melalui Program DMIJ Plus
TeTintegrasi,

A. Prioritas penggunaan Dana Program DMIJ Plus Terintegrasi didasarkan
pada prinsip-prnsrp:
1. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga

Desa tanpa membeda-bedakan:
2. hebutunan prioritas. dengan mendahulukan kepentingan Nesa vang

lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
kKepentingan sehbagian besar masyarakat Desa:

3. kKewenangan Desa. dengan mengutamakan kewenangan hak asa] usul
dan kewenangan lokal berskala Desa;

4. Partisipati, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas
Masvarakat: dan
Swakelola) dan berbasis sumber daya Desa mengitamakan
pelaksanaan secara mandir dengan pendayagunaan sumberdava alam
lJesa, mengutamakan lenaga. pikiran dan keterampilan warga Desa
dan keanfan lokal.

ca
1

Prioritas penggunaan dana DMIJ Plus Terintegrasi tercdiri dari 3 (limal
kelampok . vaitu:
1. Penvelenggaraan Pemerintahan Desa;
2 Pelaksanaan Permbangunan Desa:
3. Pembinaan kemasvarakatan Pesa;
4. Pemberdayaun Masyarakat Desa:
o. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Prieritas tersebut harus tertuang dalam RPJM Desa dan selanjutnva
dimasukkan dalam RAP Desa.

B. Poomtas Pengeunaan Dana DME) Plus Terintegrasi bidang
Penvelenpgaraan Pernevintahan Desa

Bidang penvelenggaraan pemerintahan desa antara lain:
1, Pembavaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa:
2. Pembavaran Tunjangan BPM:
3. pendataan Desa:
4. penvelenggaraan musyawarah Desa;
2. pengelolaan informas! Mesa;
6 penvelengearaan perencanaan Desa:
/. penvelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa:
8 penvelenggaraan kerjasama antar Desa;
GQ. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
10 kegiatan lainnva sesuai kondisi Desa.

C. Prioritas Penggunaan Dana DMIJ Plus Terintegrasi Bidang Pembangunan
Desa
Penggunaan dana DMIJ Plus Terintegrasi di bidang pembangunan [Desa
atarea lain:
i, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan

lingkungan Desa antara lain:
aw. fambatan perahu;
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b. jalan pemukiman,
c. Jalan Desa antar permukiman ke wilavah pertanian:
d. pembangkit Itstrik tenaga mikrohidro ;

ec hngkungan permukiman masyarakat Desa; dan
f. intrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

2. Pembangunan. pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan antara lain:
a. air bersih berskala Desa.
b. sanitasi lingkungan:
c, pelavanan kesehatan Desa seperti posyandu: dan
d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa

3. pembangunan, permanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayvaan antara lain :

a. taman hacaan masvarakat,
b. pendidikan anak usia dini:
¢. balal pelanhan/kegiatan belajar masyarakat;
d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni: dan
€. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lJainnva sesuai

Kandisi Desa.

+. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan.
pemanfaatan dan pemellharaan sarana dan prasarana ekonomi antara
lat:
a. pasar Desa:
b. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
c. penguatan permodalan BUM Desa;
ad. pembibitan tanaman pangan;
e. penggilingan padi,
f. lumbung esa:

. pembukaan lahan pertanian;
.pengeloiaan usaha hutan Desa;
kolam ikan dan pembenihan tkan;
kapal penangkapikan:
cold storage (gudang pendingin};

!. tempat pelelangan tkan,
m.kandang ternak;
n. instalasi biogas:
oO. mesin pakan ternak:
Pp. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

he

2. pelestarian lingkungan hidup antara lain :

a. penghijauan:
b pembuatan terasering:
c. pemeliharaan hutan bakau;
d. perlindungan mata air;
&. pembersihan daerah aliran sungai: dan
f. kegiatan lainnva sesua! kondisi Desa.

Belanja pelaksanaan pembangunan desa dimaksudkan untuk peningkatan
kuahtas hidup dan keselahteraan masvarakat Desa. Pelaksanaan
pembangunan Desa mengacu pada dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.
serta dituangkan dalam cdokumen pelaksanaan pembangunan dalam
bentuk APS Desa. Prioritas kegiatan bidang pembangunan Desa mengacu
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KE.

pada skala proritas sebagaimana vang ditetapkan bersama pemerintah
Desa dan BPD dalam dokumen RKP Desa.

Prioritas Penggunaan Dana DMIJ Plus Terintegrasi Bidang Pembinaan
hemasvarakatan Desa
Daiam bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa. Desa dapat melakukan
kegiatan antara lain:

Db

]. pembinaan lemmbaga kemasvarakatan:
2. penvelenpgaraan ketentraman dan ketertiban:
3. pembinaan kegiatan keagamaan:
4+. pengadaan sarana dan prasarana olah raga:
5. pembinaan lembapa acat;
6. pembinaan kesenian dan sosial budava masvarakat; dan
*. kematan lain sesuai kondisi Desa.

Promtas kegiatan bidang pembinaan kemasvarakatan Desa mengacu padaskala priovitas sebagaimana yang ditetapkan bersama pemerntah Desa
dan BPID dalam dokumen RKP Desa.

Preritas Penggunaan Dana DMI]J Plus Terintegrasi Bidang Pemberdavaan
masvarakat Desa
Dalam bidang pemberdavaan masvarakat, Desa dapat melakukan kegiatan
antara fain:
i. pelathan usaha ekonomi masyarakat seperti kegiatan bidang

pertanian, perikanan dan perdagangan:
pelatihan teknologi tepat guna;
pendidikan. pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa:
pendicdikan, pelatihan perangkat Desa;
pendidikan. pelatihan Badan Pemusyawaratan Desa;

Oo peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
a, KPMD:
b. keloampok usaha ekonomi produktif;
c. kelompok perempuan;:
d. kelampok tant:
e. kelompok masvarakat miskin;

kelompok nelavan:
g. kelompok pengrajin;
h, kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
1. kelompok pemuda:dan
}. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Vi
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Prionitas kegiatan bidang pemberdavaan masvarakat mengacu pada skala
prioritas sebagaimana \ang ditetapkan bersama pemerintah [esa dan
Bri) dalam dokumen RKP Desa. Dalam pengelolaan pembiavaan
peningkatan kapasilas dapat dilakukan dengan mekanisme pengelolaan
sendin oleh desa, pengelolaan kepanitiaan bersama oleh desa-desa atau
melalui mekanisme kontribusi desa kepada panitia atau lembaga vane
diturypuk.

Kerentuan Fambahan
Adapun jenis-jenis kegiatan pemenmntahan Desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasvarakatan desa dan pemberdavaan
masvarakat desa vang dapat dibiavai melalui Program DMiJ Plus
Terintegras! antara lain:
1. Gerakan Magrib Mengaji:
2. hegiatan Rumah Tahfidz;

F
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3. Pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur;:
4+. BRUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
2. Khkegiatan Pos Pelavanan Terpadu;
G. Pendidikan Anak Usia Dini:
7. Wegiatan 10 Program Pokok Kesejahteraan Keluarga:
8 hkegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting:
9. khegiatan Penunjang Kabupaten Layak Anak;
10. Kegiatan Penunjang Kabupaten; Kota Sehat:
11. Kegiatan Penunjang Rumah Lavak Huni:
i2. kegatan Penunjang Rumah Desa Sehat:
13. Kegiatan Penunjang Pengarusutamaan Gender ; dan
14. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Skala Prooritas Pembangunan di Kelurahan.
Pengaturan DMIJ Plus Terintegrasi di kelurahan secara pninsip sama
dengan mekanisme di Desa. Namun demikian ada beberapa hal vangdiatur sebagaimana tertuang dalam Regulasi ditingkat kementerian
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pernberdayaan Masvarakat di Kelurahan, maka kegiatan DMiJ Plus
Terintegrasi di kelurahan juga mengakomodir ke dua bidang tersebut.
Pemeriniah Daerah Kabupaten [ndragiri Hilir melalui Program TJMIJU Plus
Terintegras) dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten
untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdavaan
masvarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam
anggaran hecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk
dimanfaatkan SESLAal dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasatkan dokumen perencanaan daerah, Kecamatan menvusun
Reneana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-
masing kegiatan. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan. disusun oleh
camat atas usul lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Kegiatan, masing:
masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran_ tersendiri.
Adapun kegiatan prioritas Kelurahan sesuai dengan aturan vang berlaku
dan ditambah dengan kebijakan Bupati Indragiri Hilir, diantaranva
penganggaran kegiatan Magrib Mengaji, Rumah ‘Tahfiz dan kegiatan
prnoritas lainnwva.
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BAB Vill
PENDANAAN

Peran besar vang ditenma oleh desa, tentunva disertai dengan tanggung jawab
vang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan
ponsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir
kegiatar penvelenggaraan pemerintahan desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
Dalam hal keuangan desa, pemerntah desa wajib menyusun Laporan
Pertanggungjlawaban Realisast Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan
dan suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan
perencanaan dan penganggaran: pelaksanaan dan penatausahaan: hingga
pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus
mehbatkan masvarakat desa vang direpresentasikan oleh Badan
Permusvawaratan Desa (BPD). sehingga program kerja dan kegiatan vang
disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masvarakat desa
Seria sesuar dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu
pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan. atau minimal
melakukan pembukuan atas transaksi keuangannva sebagai wujud
pertangmingiawaban keuangan vang dilakukannva. Berikut diuraikan proses
pendanaan melalui Program DOMiJ plus terintegrasi.

A. Alokasi Dana
Program DMIJ plus terintegrasi merupakan program Pemerintah
Kabupaten Indragiri WMilir yang memfasilitasi desa dengan alokasi
pendanaannsa bersumber dari APBD Kabupaten Indragin Hilir vang terdiri
dares :

1. Alokasi Dana Desa (ADD):
2 iana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
J. Bantuan Kettangan Kepada Desa.

B. Besaran Alokasi Dana
Besaran alokasi dana vang diberikan kepada Desa disetiap Desa di
kabupaten Indragirt llilir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

C. Penggunaan Alokasi Dana
Dana vang dibenkan ke desa dalam Program DMIJ plus terintegrasi
dipergunakan untuk membiayvai belanja Desa. Belanja Desa adalah semua
pengcluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 {satuj) tahun
anggaran vang tidak akan diperoleh pembavarannya kembalt oleh Desa
dan dipergunakan untuk mendanal penvelenggaraan
kewenangan Desa vang terdiri dari 5 (lima} klasifikasi belanja. vaitu:
1. penvelenggaraan pemerintahan Desa:
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pernbinaan kemasvarakatan Desa;
4. pemberdavaan masvarakat Desa: dan

penangeulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasfikast Belanja Desa penyelenggaraan pemerintahan Desa. pelaksanaan
pembangunan Desa. pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdavaan
masvarakal Desa dibapi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan
Kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
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D. Jenis Relanja Desa
Jenis Belanja Desa terdin atas:
] Belanja pegawat

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
letap, Luiljangan. penerimaan lain, dan pembavaran
Jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa,
serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai hanya ada pada bidang
penvelenggaraan pemerintahan Desa. Dalarn pelaksanaanva belanja
pegawal dibavarkan sentap bulan dan untuk pembavaran jaminan
sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan
dan kemampuan APB Desa.
Relarya barang/jasa
elanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi
pengadaan harang/jasa yang nilai manfaatnva kurang
dan i2 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain
UTI Tuk:
a. Operasional pemerntah Desa;
hb. pemeliharaan sarana prasarana Desa;

Ktgiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/hbimbingan teknis;
d. operasional BPD:
e. msennf Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
f. pemberian barang pada masyarakat/kelormpok masyarakat.
x. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga

Belania modal
Belania Maocdal digunakan untuk pengeluaran pengadaan
barang vang rulai mantaatnva lebih dari 12 (dua belas} bulan dan
menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan
penvelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja tak terduga
Relanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub
Indang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
keadaan mendesak vang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan
pada sub bidang penanggulangan bencana. keadaan darurat, dan
keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan nermal dan aktiwitas

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan
sehelumnyva:

Db. tidak diharapkan tenadi berulang: dan
c. berada di luar kendal: pemerintah Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan
keteTituan |

Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa untuk mendanai:
a. Penveleriggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional

Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
c. Pembinaan kemasvarakatan Desa; dan
d. Pemberdasaan masyarakat Desa.
Paling banyak 30°. {tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa untuk mendanai:
a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa. sekretaris Desa. dan

perangkat Desa lainnva: dan
b. Tunjangan dan operasional Badan Permusvawaratan Desa.
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Gi.

Pembiavaan Desa
Pembiavaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibavar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
benkutnya. Pembiavaan Desa terdiri atas kelompok:
1. Penermaan permbiayaan vang meliputi, meliputi:

a. SiLPA tahun sebelumnya;
SiLPA merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap
belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan vang belum
selesal atau lanjutan.

tb. pencairan dana cadangan:
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan
kebutuhan dana cadangan vang selanjutnva dicatatkan
dalam pencrimaan peminavaan dalam APB Desa.

¢, hasil penjualan kekayaan Desa vang dipisahkan kecuali tanah dan
hangunan.
Hasil penjualan kekavaan Desa vang dipisahkan dicatat dalam
penennmaan pembiayaan hasil penjualan kekavaan Desa vang
dipisahkan.

at

2. Penpveluaran pembiavaan. terdin atas -

a. petmnbentukan dana cadangan:
Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai
kegiatan yang penvediaan dananva twdak dapat sekalizgus
dibebankan dalam 1! (satu) tahun anggaran vang ditetapkan dengan
peraturan Desa. Penganggaran dana cadangan tidak meleinhi tahun
akhir masa jabatan kepala Desa,

b. penvertaan madal.
Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekavaan
pemerintah Desa vang dlinvestasikan dalam BUM Desa untuk
meningkatkan pendapatan Desa atau pelavanan kepada
masvarakat.

Jangka Waktu Penvaluran Dana:
I. Penvaluran dana mengacu pada sistem penganggaran vang berlaku.

batas waktu anggaran berakhir pada bulan Pesember tahun
berkenaan.

2. Apabila terdapat anggaran vang tidak dicairkan sampai minggu
keempat bulan Desember tahun benalan maka desa tidak mencairkan
dana dan dana menjadt SiLPA kabupaten.

3. Apalnla terdapat dana vang belum disalurkan sampai akhir bulan
JDesember maka dana menjadi SiLPA desa.

4+. Penvaluran dana di tingkat Desa sesuai dengan kebutuhan.

F

Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas,
Basis has merupakan pencatatan transaksi pada saat kas ditenma
atau dikeluarkan dan rekening kas Desa. Pengeiolaan keuangan Desa
melhputt
l. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam APB [eset
dimana Sekretaris Desa mengoordinasikan penvusunan rancangan APB
Desa berdasarkan RAP Besa tahun berkenaan dan pecdoman
penvusunan APB Desa vang diatur dengan Peraturan Bupati setiap
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tahun. Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa adalah
sebagatr berikut:
a. Penyusunan Rancangan APB Desa

Sekretaris Desa mengkoordinasikan penvusunan Rancangan APB
Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
Rancangan APB Desa vang telah disusun merupakan bahan
penvusunan rancangan Peraturan Desa tentang APH Desa.
Sekretarts Desa menvampaikan Rancangan Peraturan Desa
tentang APH Desa kepada Kepala Desa.

b. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa
Rancangan Peraturan Desa tentang AP8& Desa disampaikan
hepaia Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
dalam musvawarah BPD.
BPD memclenggarakan Musvawarah Desa vang diselenggarakan
dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa berdasarkan RKP Desa.
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama
paling lambat bulan Oktober tahun berjaian.
Dalam hal BPD tidak menvepakati rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa vang disampaikan kKepala Desa. Pemerintah
Desa hanya dapat melakukan kegiatan vang berkenaan dengan
pengeluaran operasional penyelenggaraan pemeriniah desa
dengan menggunakan pagu tahun sebelumnva dan selanjutnva
Kepata Desa menetapan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

©. Penvusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APB Desa
Atas dasar kescpakatan bersama kepala Desa dan BPD. Kepala
Desa menviapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa.
Sekretaris Desa mengoordinasikan penvusunan Rancangan
Peraturan hepala Desa.

d. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan
Kepala
Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
untuk dievaluasi.
Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Penvampalan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit
meliputi :

e Surat Pengantar:
* Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB

Desa tahun berkenaan:
* Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan:
* Peraluran Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak

asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. jika sudah
ditetapkan:

« Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan. jika
tersedia:

e Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal. jika tersedia: dan
* Berita acara hasil musvyawarah BPD.
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Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa
terkail daiam pelaksanaan evaluasi.
Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil
Evaluasi APB Desa disampaikan kepada Kepaia Desa paling lama
20 (dua puluh] hari kerja terhitung sejak diterimanva rancangan
APB Desa.

Penvempurnaan APB Des
Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan
RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penvempurnaan
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanva
hastl evaluasi.

Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa vang telah
dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa
tentang APB Desa.
kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang penjabaran APR Desa sebagai peraturan pelaksana dari
Peraturan Desa tentang APB Desa.
Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu. Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya
setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
Datam hal hasi] evaluasi telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi. kepentingan
umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan
menjadi Peraruran Desa.
Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaran sebecluimnya.

Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan
Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa maniadi
Peraturan hepala Desa, Camat mengajukan usulan pembhatalan
kepada Bupati.
Bupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati.
Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pemhatalan dan selanjutnva kKepala Desa bersama BPD
tnencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan
pengeluarari terhadap operasional penvelenggaraan
pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnva sampai penyempurmaan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan
Camat.

Penvampaian dan penginformasian APB Desa
Kepala Desa menvampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa kepada
Bupati paling lama 7 {tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
Kepala Desa menvyampaikan informasi mengenai APB Desa
kepada masvarakat melalui media informasi,
Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat:
* APL Desa:
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2.

* pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan
kegialan. dan

* alamat pengaduan.

1. Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa, vane
hanva dapat dilakukan 1 (satuj kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.kecuali dalam keadaan luar biasa dan ditetapkan dengan peraturandesa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP
Desa. Perubahan APB Desa apabila terjadi:
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa

pada tanun berjalan,
- Sisa penghematan belania dan sisa_ lebih perhitungan
pembiavaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun
berkenaan:
keadaan sang menvebabkan harus dilakukan pergeseran antar
hidang. antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jJenis belanja,;dan

- keadaan vang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnyva harus
digunakandalam tahun berjalan.

Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
penerimaan dan nengeluaran Desa vang dilaksanakan
melalui rekeninig kas Desa pada bank vang dimtuntuk
Bupati. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan
spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Mekanisme
pelaksanaan keuangan desa vaitu -

l. Kepala Desa menugaskan Kaur dan KaAs1 pelaksana
kegiatari anggaran SseS5Uai tugasnva menvusun DPA
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Peraturan kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA terdir atas:
-Rencana Kegiatan dan Angearan Desa:
-Rencana keria Kegiatan Desa; dan
-Kencana Anggaran Biava

2 kKaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
menverahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa paling jama 6 (enam) hari kerja
setelah penugasan untuk dilakukan verifikasi Trancangan DPA
paling lama 13 (ima belas) hari kerja sejak khaur dan
Kas! menverahkan rancangan DPA. selaniutnya Kepala Desa
menvetlijul rancangan DPA vang telah diverifikasi oleh Sekretaris
Desa.

3 Kaur KeluaTigan menyusun rancangan RAK De setberdasarkan DPA vang telah disetujui kepala Desa. Rancangan RAK
lesa disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris
Desa.

4 Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencanganRAK Desa vang diajukan Kaur Keuangan dan hepala Desa
menvetujul rancangan RAK Desa yang telah
diwveritikasi Sekretaris Mesa.

39. RAK Desa memuatarus kas masuk dan arus kas keluar ,aneg
digunakan mengatur penankan dana dari rekening kas untuk
mendanaipengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
kepala Desa.
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3. Penatausahaan
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sehagai
pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan
mencatat setiap penenmaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
yang ditutup setiap akhir bulan.
Kaur keuangan wayjib membuat buku pembantu kas

Vang terdirl atas:
a. huku pembantu bank;
hb. buku pembantu pajak; dan
¢. buku pembantu panjar.
d Buku pembantu bank

Dalam hal Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan
herdasarkan RAK Desa vang telah disetujul oteh Kenala
Desa vang dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi
penerimaan.
Deap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan heban
datas anggaran Gelanja Desa dikenakan pajak dan Kaur Keuangan wajib
menvetorkan seluruh penerimaan pajak vang dipungut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bemkut hal-hal vang perlu diperhatikan oleh Kaur Keuangan dalam
meéelakukan penatausahaan keuangan Desa :

a. Buku kas umum vang ditutunp setiap akhir bulan dan dilaporkan oleh
haut Keutangan kepada Kepala Desa paling jambat tanggal 10 bulan
herikutnva,

b. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan dan Hasil verifikasi. evaluasi dan analisis disampaikan
kepada Kepala Desa untuk disetujui.

¢. Penatausahaan harus memperhatikan:
- Setiap pengeluaran dan penerimaan uang harus didukung dengan

bukti vang sah, disertai tandatangan persetujuan dan pihak-pihak
penerima dan berwenang mengeluarkan uang
Buktt pengeluaran uang dalam jumlah tertentu. harus diberi
materal yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku

- Dalam buku pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/ jasa
vang dibayar. tanggal dan nomor bukti
Realisasi fisik barang/ jasa tidak boleh lebih kecil dari milai wang
vang dikeluarkan

- Selurub penenmmaan dan pengeluaran uang harus dicatat/
dibukukan dalam buku penerimaan dan pengeluaran

- Sellap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
uang dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi
Senap akhir bulan buku penerimaan dan pengeluaran tersebut.
aikitung sakionya dan dicocokan dengan saldo fisik yang ada baik
ci kas maupun dibank, kemudian dibuat berita acara pemeriksaan
vang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa

- Seluruh data keuangan baik berupa laporan keuangan dan
dokumen bukti-bukti pengeluaran disimpan dalam tempat vang
aman dan mudah dipergunakan kembali seuap saat diperlukan

- Jika ada dana desa vang tidak terserap pada tahun berjalan maka
dana dikatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPAj dan wajib
dikembalikan ke rekening kas desa.
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Pelaporan
hKepala Desa menxsampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati melalui camat yang disampaikan paling lamhat
minggsu kediua bulan Juli tahun berjalan. Laporan tersebut terdiri dari:
a. flaporan pelaksanaan APB Desa: dan
b. laporan reahsasi kegiatan.

Pertanggungjawaban
kepala Desa menvampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Jesa semester pertama kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun
ANgeATAN Vang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir
tahun anggaran vang ditelapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan desa
tersebut terdirt dari:
a. laporan keuangan, terditi atas:

- laporan reailsasi APB Desa; dan
- catatan atas laporan keuangan.

ty laporan realisasi kegiatan; dan
¢. daftar program secktoral, program daerah dan program Jainnva vang

masuk ke Desa.

SA

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan
penvelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Laporan
Pertanggungiawahban tersebut juga diinformasikan kepada masvarakat
meialui media intormasi yang paling sedikit memuat:
a. laporan realsasi APB Desa,
Ib laporan realisasi kegiatan;

kegiatan yang belum selesal dan/atau tidak terlaksana:
do sisa anggaran,. dan
e. alamat pengaduan.

Media informasi: Desa vang dimaksud berbentuk bahho. spanduk
dan/atau media informasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat
ldesa. baliho, spanduk dan/atau media informasi lainnya ditempatkan
pada setiap Dusun dan ditempat vang mudah untuk dilihat oleh
masvarakat,

Laporan pertanggungiawaban disampaikan dalam bentuk Harcopy
untuk Desa dan softcopy untuk disampaikan kepada Bupati Indragiri
Hithr melalui Dinas PMD.
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BA LX
KERJA SAMA DESA

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama

dengan pthak ketiga. Pelaksanaan kena sama antar-Desa diatur dengan
peraturan bersama kepaia Desa.
Kerjasaina Desa melhput antar Desa dengan Desa lain dalam 1 [satul
Kecamatan: dan Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah
Kabuparen/kKota. Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten/ Kota
dalam 1 isatu) Daerah Provinsi mengadakan kerja sama maka harus mengikuti
ketentuan kerja sama antar-Daerah. Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur
dengan Veraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Mussawaranh
antar-esa.
Kerja sama antar-Desa vang pelaksanaannva melibatkan BUM Desa dan/atau
kerja saina antar-Desa vang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan
oleh Pemerintah Desa. Kerja sama antar-Desa ini disepakatl melalui
Musvawarah Desa.

kerja Sama Desa dengan pithak ketiga dilakukan dengan pihak swasta.
organisasi kemasvarakatan, dan lembaga lainnya scsual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. kerja sama dengan pihak ketiga inij terdin
afas'
a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
b. keria sama atas prakarsa Pihak ketiga

Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian
Bersama meialui kesepakatan Musvawarah Desa minimal meliputi:

- ruang lingkup kerja sama;
- bticang keqa sama:
- lata cara dan ketentuan pelaksanaan kena sama,

Jangka waktu:
- hak dan kewayiban,

pendanaan:
- tata cara perubahan. penundaan, dan pembatalan: dan

penvelesaian perselisihan.

kerja Sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan
mempertimbangkan Kebutuhnan Desa dan kemampuan APB Desa. Camat atas
nama Inipati memfasilitas! pelaksanaan kerja sama antar-Desa alaupun kerja
sama Desa dengan pihak ketiga.

Bidang dan/atau potensi Desa vang menjadi kerja sama Desa meliput: bidang:
- Pemerintahan Desa,
- Pembangunan Desa:
- Pembinaan kemasvarakatan Desa; dan
- Pemberdayaan masvarakat Desa.

Bidang dan/atau potensi Desa vang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:
- pengembangan usaha bersama yang dimuliki oleh Desa untuk mencanat

rilai ekonomi vang berdava saing:
kegiatan kemasvarakatan. pelavanan, pembangunan dan pemberdavaan
masyarakat antar-lesa, dan/atau

- bidang keamanan dan ketertiban.
Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam
Tangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerntahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa. pembinaan kemasyarakatan Desa dan
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pemberdavaan masvarakat Desa. tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
Dalam hal bidang dan/atau potens! Desa vang akan dikenasamakan belum
rertuang datam RPJM Desa dan RAP Desa, dilakukan perubahan terhadap
RPIM [besa dan RAP Desa. Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKPDesa
dilakukan melalui musvawarah perencanaan pembangunan Desa sang
diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibenluk BKALD sesuai
dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musvyawarah antar-Desa. BRAD
terditi alas:

- pemerintah Desa:
- anpgeota badan permusyawaratan Desa:

lembaga kemasvarakatan Desa;
- Jembagea Desa lainnva; dan
- tgokoh masvarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

SUSLNAN Oorganisasi. tata kega dan pembentukan BRAD ditetapkan dengan
Peraturan Bersama kepala Desa mengenal kerja sama Desa. BKAD
bertangsaungjawab kepada masing-masing Kepala Desa. BKAD mempunsai
tugas mengelola kerja sama $antar-Desa. melhputi mermmpersiapkan.
melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kena sama.

Kena sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
- perseapan:

Pera arari,
- penviusiunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa:
- penandatanganan.

prelaksanaan; dan
- peiaporan

Persiapan-persiapan vang harus dilakukan oleh kepala Desa seperti:
- kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Dese

yang akan dikenasamakan,
- bicang dan/atau potensi Desa vang akan dikerjasamakan disusun dalam

skala prioritas dan dibahas daiam Musvawarah Desa;
BRD menvelenggarakan Musvawarah Desa setelah kepala Desa
menvusun skala privritas kerja sama Desa:
hasil Musvawarah Desa dapat menvepakati atau tidak menvepakati
untuk melakukan kena sama;

- bidang dan/atau potens: Desa yang telah disepakat!h untuk
dikenjasamakan sesual dengan hasil Musvawarah Desa, dicantumkan
daiam RPUJIM Desa dan RAP Desa. dan
menviapkan informasi dan data vang lengkap mengenai bidang dan /atau
potensi Desa vang akan dikerjasamakan.

7
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Kepala Desa dapat melakukan penawaran dengan cara-cara:
hepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa Jain
dengan surat penawaran kerja sama:
Surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:

1. Bidang dan/atau potensi Desa:
2. Kuang lingkup kerja sama:
3. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama:
4. Jangka waktu,
>. Hak dan kewajiban;
h. Pendanaan,
f. Tata cara perubahan. penundaan, dan pembatalan: dan
8%. Penvelesaian perselisihan

BPI menvelenggarakan Musvawarah Desa setelah Kepala Desa menerima
penawaran kerja sama:
Hasil Musvawarah Desa dapat menyepakati atau tidak memvepakati
untuk melakukan kerja sama: dan
hepala Desa memberiken jawahban secara tertulis kepada Kepala Desa
yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilaksanakan dengan
fata Cara:

hepala Desa mensusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada
kesepakatan terhadap penawaran.
Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun. wajrb
dikonsultasikan kepada masvarakat Desa masing-masing pada saat
Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui
canal untuk mendapatkan masukan;
Rancangan Peraturan Rersama Kepala Desa vang dikonsultasikan kepada
bupati/wali kota melalui camat meliputi kerja sama terkait tata ruang,
Pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB
Desa:
Masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari bupati/wah
kota melalui camat diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 idua
puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh
cama,
Apalnia dalam batas waktu dimaksud dalam hurufd. tidak ada masukan
dart bupati/walt kota melalui camat maka Kepala Desa menetapkan
Tancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa: dan
Masukan dar) masvarakat dan bupati/wali kota melalui camat digunakan
hepala Desa untuk tindak lanjul proses,

KerjaSama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan
mebipurl:

persiapan,
penawaran:
pensusunan Perjanjian Bersama;
penandatanganan:
pelaksanaarm: can
pelaporan

Persiapan dilaksanakan dengan tata cara:
pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi
Desa vang akan dikerjasamakan;,
ndang dan/atau potensi Desa vang akan dikerjasamakan disusun dalam
skala prioritas dan dibahas dalam Musyvawarah Desa;
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Indang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk
dtkerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa:
menviapkan informasi dan data yang jengkap mengenai bidang dan/atau
potens: Desa vang akan dikerjasamakan;
menganalisis mManfaat dan biaya kerja sama vang terencana dan terukur:
membuat Kerangka Acuan Kena berdasarkan informasi. data. analisis
manlaat dan analisis blava kena sama: dan
mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata
Trang Pemerintah Daerah kabupaten terkat’ bidang dan/atau polerisi
Desa yang akan dikerjasamakan.

Penawaran dilaksanakan dengan tata cara:
pemenntah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak
ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
pihak keuga mensampaikan penawaran kepada pemenntah Desa yang
mengacu pada kerangka acuan kerja;
Bild menvelenggarakan Musvawarah Desa setelah pemerintah Lesa
Thenerima penawaran Kerja sama dari pihak ketiga:
Has Musvawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan inelakukan
kerja sama,

Penandatanganan sebagaimana cilaksanakan dengan tata cara:
hepaia Desa menancdatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah
Desa dengan pihak ketiga paling lama ? (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tangeal disepakati dan
penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pthak
ketiga, disaksikan oleh camat atas nama bupati/wali kota.

Tahap pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan cara:
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama
Kepala Desa oleh BRAD: dan
menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BRAD.

Tahap Pelaporan kerjasama dilakukan dengan cara:
BAKAD wajb melaporkan hasiil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala
Desa kepada hepala Desa dengan tembusan BPD dan bupat: melalut
camat: dan
Laporan dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Penyusunman rancangan perjanjian Bersama dilaksanakan dengan tata cara:

pemerintah Desa menviapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan
prhak keuga:
rancangan Perjanjian Bersama Pemernntah Desa dengan pthak ketiga
vang telah disusun. wajib dikonsultasikan kepada masvarakat Nesa
masing-masing dan dikonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk
mendapatkan mastukan;
rancangan Perjanian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga
vang dikonsultasikan kepada bupati melalui camat meliputi kerja sama
terkatt fata ruang. pungutan, organisasi, dan yvang menvangkut
pembebanan didalam APH Desa.
Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak
Ketiga darn Bupat) melalui camat diterima oleh pemerintah Desa paling
lambat 20 (dua puluh harm) terhitung sejak diterimanysa rancangan
dimaksud oleh camat.
apatila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan
dart bupati melalut camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses
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penvusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemenntah Desa
dengan Pihak Ketiga.

- masitkan dari masvarakat dan bupati melalui camat sebagaimana
cimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanyut
proses pensusunan fancangan Perjanjian Bersama Permerntah
Desacengan Pihak Ketiga untuk disepakatt bersama.

heriasama atas Prakarsa Pihak ketiga dapat dilakukan dengan memperhatikan
beberapa hal berikut:

- Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa
sesuial dengan bidang dan/atau potensi
Pinak ketiga menvampaikan penawaran rencana kerja sama kepada
petnerintah Desa.

- Pemerintah Desa menvampaikan penawaran rencana kerja sama [PD
untuk dibahas dalam Musvawarah Desa.

- BPI) menvelenggarakan Musvawarah Desa setelah pemerintah Desa
mensampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
Hasil Musvawarah Desa mienetapkan pihak ketiga yang akan melakukan
kerja sama.

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan
kesepakatan para pihak. Perubahan atau berakhirnyva kerja sama Desa
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerja sama Desa berakhir apabila:

- terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam
kesepakatan atau perjanjian;
Tunian kesepakatan atau perjanjian telah tercapai,

- terdapat keadaan luar biasa vang mengakibatkan kesepakatan atau
perjanjtan kerja sama tidak dapat dilaksanakan:

- salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan
kesepakatan atau perjanjian;

- dibuat kesepakatan atau perjanjian baru vang menggantikan
kesepakatan atau perianjian lama;

- bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- obrek kesepakatan atau perjanjian hilang;

terdapal hal vang merugikan kepentingan masvarakat Desa. dacrah, atau
nasional: atau

- berakhirnyva masa kesepakatan atau perjanjian,

Penanganan perselisihan vang timbul dalam kerja sama Desa disclesaikan
secara Musvawarah sertta dilandasi scmangat kekeluargaan. Apabila terjadi
perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penvelesaiannva
difasilitast dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain. Apabila terjadt
perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu
daerah kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati/walikota.,
Penselesaian perselisihan untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan
ditetapkan dalam berita acara vang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat
sang inemiasilitast penyeiesaian perselisihan.

Penvelesaian perselisihan untuk kerja sama Desa dengan pihak keliga vang
tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa
dan wah masuk ke rekening kas Desa. Hasil pelaksanaan kerja sama Desa
berupa barang menjadi aset Desa. Hasil pelaksanaan kerja sama Desa
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digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masvarakat
Desa,
BRAL melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala
Desa dengan tembusan kepada BPD. Pemerintah Desa melaporkan hasil
pelaksanacdn kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Mussawarah Desa.
Kepala esa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud
dalam Vasal #2 kepada camat dan bupati. Laporan dimuat daiam Laporan
Penvelengsaraan Pemerintahan Desa.
Berdasarkan laporan darn BRAD dan hasil Musvawarah kKepala Desa bersama
PID melasukan evaluasi. Hasil evaluasi diumumkan kepada masvarakat.,
Gubermur dan Bupatt melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kerja sama Desa dan lembaga keria sama Desa.
Riava kerja sama antar-Desa dibebankan pada APB Desa. Biava kerja sama
dengan pinak ketiga sesual dengan kesepakatan para pihak vang dimuat dalam
perlanpian kerja sama.
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BAB Xx

PENGENDALIAN

Pengendalian Program DMIJ Plus Termtegrasi dilakukan melalur kegiatan
pemaniauan. pengawasan, evaluas! dan pelaporan terhadap pelaksanaan
kegiatan seria tindak lanjutnva. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh
proses dan kegiatan Program DMIJ Plus Ternntegrasi bertujuan :

a. Mengendalikan setiap proses Program DMiJ Plus ‘Terintegrasi setalu
sesual dengan aturan. prinsip, dan kebijakan Program DMI Plus
Termitegrasi:

ho Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesual dengan rencana vang telah
ditentukan:

c. Mengendalikan agar setiap pelaku Program DMIJ Plus Terintegrasi dapat
Theniaiankan tugas dan tanggung jawabnva secara baik sesuai dengan
fungsinka Masiig-masing

d. Mengendalikan agar hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh
melaiu: proses dan mekanisme yang benar.

e. Mengencdahkan pemantaatan dana Program DMIJ Plus Terintegrasi agar
sesuial dengan yang chrencanakan dan dikelola secara tramsparei: dan

fi Mengendalikan kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar
memuaskan dan memenuhi kriteria vang telah ditetapkan:

Strate] dasar dalam pengendalian Program DMiJ Plus Terintegrasi adalah:
a. semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obvekti dan mampu

membenkan umpan bahk terhadap setiap proses dan kegiatan sang
dilaksanakan;:

Ib, Petaku Program DMI Plus Tenntegrasi di semua tingkatan menjalankan
mekanisme pelaporan batk formal maupun informal dengan disipltn.
akurat. dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah:

c. Melakukan pemerikasaan vang detail dan akurat sesuai dengan
mekanisme vang chietapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan
vang dilaksanakan.

Jd. Melakukan pengawasan vang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan
kegiatan pada senap tahapan vang dilaksanakan; dan

e Melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan
aturan vang berlaku.

A. Permantauan dan Pengawasan
Pemantauan dan pengawasan adalah prases yang terus menerus dilakukan
separyang fahapan Program DMIJ Plus Terintegrasi termasuk pelatihan,
SUSIAUSASI. peTenicanaan. pclaksanaan.,
Hasii dar kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk
memperbatk! kualitas pelaksanaan dan penvesuaian terhadap perencanaan.
Hasil pemantauan mi menjadi masukan untuk evaluast terhadap
pelaksanaan pragram maupun dasar pembinaan kepada pelaku Program
DM Phis Terintegras: dan masvarakat.
Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan vang harus
didakukan oleh setiap pelaku Program DMIJ Plus Tertniegirasi. yaitu:
masvarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, Faskab. FM. PT.
lain-iain
Jerus Kegiatan pemantauan dalam Program DMIJ Plus Terintegrasi meltpun:
1. Pemantauan dan pengawasan Partisipatif oleh Masvarakat

Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pclaksanaan program
yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masvarakat adalah pemplik
proses dam suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawahb
untuk memantau dan mengawas! proses kegiatan program. Keterwakilan
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masvarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan dapat
diwakilkan kepada Badan Permusvawaratan Desa (BPD).

2. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah
Dana Program OME) Plus Terintegrasi adalah bagian dari anggaran
helanja daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa Program DMiJ Plus Tenntegrasi berjalan sesuai
prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinva. Semus
pegawal pemenntah vang terlibat dalam Program DMIJ Plus Terimtegrasi
[upat, Wakil Biupati, Tim Koordinasi. Camat. Kepala Desa, dan lain-
latin) mempunva! tugas untuk mermantau Program DOMiJ Pius
Verintegrasi.

3. Pernartauan dan Pemeriksaan Berjenjang
Faskab., FM dan PD melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan
Program DMIJ Plus ‘Terintegrasi. Fasilitator dapat melakukan
pemenksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan
kegiatan sesual dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur
Program DMIJ Plus Terintegrasi dilerapkan dengan benar.
Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh Fasilitater meliputi
a. Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur Program

DMIJ Plus Terintegrasi:
h. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Program

Pius Terintegrast:
Pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan termasuk
pengelolaan dekumen dan administrasi; dan

d. Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap
tuhapan kegiatan.

UK

4. Pemantauan oleh Pthak Lain
Pemantauan vang didakukan secara independen, oleh organisasi atau
pinak dai sehingga program bisa menerima sudut pandang vang
berbeda, yaitu pihak independen vang mungkin memiliki pandangan
lebih obvektif atau sudut pandang vang berbeda dari para pelaksana
program. Pemantauan eksternal dilakukan antara lain oleh Insnekterat
Daerah dan/atau Badan Pemeriksa hkeuangan. Dengan adanya
keheradaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku Program
DMId Plus Terintegrasi, dtharapkan akan terjadi sinergi vang mendorong
rerladinva forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program
pemberdayaan masi\arakat.

BR. Realliasi
ftvaluasi dalam Program DMIJ Pius Ternntegrasi dapat dilakukan pada saat
selesaliva suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnva satu fuse
program. Pujuan evaluast adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan
sang telah dilakukan berikut kualitasnyva, termasuk di daiammnsa adalah
kinenia para pelaku Program DMIJ Plus Terintegras:. Sedangkan pada akhir
program. evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil
dar pemantauan, permertksaan dan pengawasan dapat diadikan dasar
dalam evahiasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hfasil
evaluasl dapat dijadikan sebagai dasar upava perbaikan terhadap
kelernahan darn mengatasi hambatan vang terjadi.
Sementara itu. kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu
{bisa dilakukan dt periengahan atau pada akhir tahun program atau siklusj.
Hasi]l khegiatan evaluasi vang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-
pelaku cdi lapangan.
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C. Pelaporan
Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi
menegenal perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan
program, kendala atau permasalahan vang terjadi, penecrapan. dan
pencapaian dari sasaran atau tujuan Program DMId Plus Terintegrasi.
Mekantsine pelaporan dalam pelaksanaan Program DMIJ Flus Terintegrasidilahukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebugat upavauntuk mempercepat proses penvampaian data dan atau informasi dari
lapangan atau desa ke lingkal Kecamatan dan Kabupaten.
Agar dapat diperoleh Japoran vang lengkap dan informatif, maka materi
sang disajikan minimal harius mempertihatkan 6 fenam) hal penting, vairu ;

1. Kegalan-kegiatan vang sedang dilaksanakan,
2. Pencapaian sasaran dan atau target dari Kegiatan vang sedangditaksanakan.

Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan,
“arget dan realisasi biaya dari kegiatan vang sedang dilaksanakan,
Kendala dan permasalahan vang dihadapi, termasuk tindak lATUTNS at,
Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masvarakat dalam
pelahsanaan provram.
Data-data vang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Sistem laporan dan PPKD dalam Program DMIJ Plus Terintegras! dibuat
sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administratif
pelaku. Sistem laporan mengutamakan informasi vang akurat.
1. Pelaporan Jalur Struktural

Pelaporan jJalur struktural melibatkan beberapa pinak haik sebagai
petibuat maupun penerima laporan seperti PPKD, Kades. Camiat.
Sekretariat dan Bupati, Mekanisme untuk pelaporan jalur struktiural
diiakukan secara berjenjang sebagai berikut:
a PPRKID dan Kepala desa dengan bimbingan dari PT) membuat laporan

bulanan vang ditujukan kepada Camat melalui Kasi PMI).
b. Kasi PMD dan atau Camat dengan bantuan FM menelaah dan

mengambil langkah-langkah vang diperlukan setclah menerima
laporan dari PPKD dan Kades. Selanjutnya Kasi PMD dan Camat
menyvusun dan membuat laporan bulanan vang ditujukan kepada
Bupati c.q DPMI.

© Dalam hal vang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak
atau bersifat Khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan
berkala dengan waktunva yang tidak ditentukan.

te
te

2. Pelaporan dJalur Fungsional
Pelaporan jalur fungsional akan melbatkan beberapa pihak baik schagai
pembuat maupun penerima laporan seperti PD, FM dan Faskab.
Mekanisme pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara berjenjang
scbapal bertkut:
a PIO membuat satu faporan bulanan tentang perkembangan

pelaksanaan kegiatan Program DMIJ Plus Terintegrasi di dese
Laporan ditujukan kepada FM pada setiap akhir bulan dengan
tembusan kepada Kepala Desa dan arsip. Laporan PD mencakup
permintaan data standar dan data-data vang dibutubkan oleh
pemermtan kabupaten;

bh FM membuat satu laporan bulanan tentang perkembangan
pelaksanaan kegiatan Program DMIJ Plus Terintegrasi di kecamatan.
Laporan ditujukan kepada Fasilitator Kabupaten setiap akhir bulan
dengan tembusan kepada Camat. Laporan FM mencakup permintaar
data standar dan data-data vang dibutuhkan oleh pemerintah
kabupaten:
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Berdasarkan laporan dari FM dan hasil kunjungan atau monitoring
ke lapangan serta koordinasi dengan beberapa pihak terkait, Faskab
membuat laporan bulanan. Laporan ditujukan kepada Bupati pada
setiap tanggal 7 melalui DPMD dan arsip.
Dalam hal yang bersifat mendesak dan khusus. semua unsur dapat
membuat dan menvampaikan laporan secara insidentil di luar yadwail
laporan berkala.
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ALUR PELAPORAN
PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA

:
SEKRETARIAT

Po anfF
+

FMP/T/B

MASYARAKAT/ BPD KEPALADESA «—

PPKD - TPK

lO. Pengetolaan Pengaduan dan Masalah
Pengelolaan pengaduan dan masalah (PPM) merupakan bagian dar tindak
lanjut hasil kegialan pemantauan. pengawasan dan pemeriksaan. Setiap
pengaduan dan masalah yang muncul dari masvarakat atau pihak
Manapun vang berkampeten melakukan pemantauan, pengawasan, dan
pemenksaan harus segera ditanggapi secara serius dan preposional serta
cepal. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan
wujlid pengawasan aleh masvarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan
Program DMILJ Plus Terintegrasi dapat dilakukan melalui:

1. Surat/benta langsung/SMS/WA/email kepada Kepala Desa dan BPD.
2 Strat/benta langsung/email kepada FM dan Fasilitater Program

DMI Plus Terintegrasi.
3. Surat/benta langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan vang

terkall, sepert: Camat dan Tim koardinasi Program UOMId Plus
Terintegrasi.

Dalani omenangani seuap pengaduan dan permasalahan dilakukan
berdasarkan prnsip-prinsip -

| Rahasia: Identitas vang melaporkan (pelapor}) pengaduan harus
dirahasiakan.

2 Berjenjang, Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku
Program DMJJ Plus Terintegrasi setempat. Jadi, bila permasalahan
muncul di tingkat desa, maka pertama kali sang bertanggune jawab
lntuk menanganinya adalah masvarakat desa tersebut difasilitasi
oleh FM, PD. KPMD, dan Kepala Desa. Pelaku di jeniang atasnva
memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku dt tempat tidak
berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnva
memlasilitasi proses penvelesaiannva.
Transparan dan Partisipatif; Sejauh mungkin masvarakat harus
dibentahu dan dihbatkan dalam proses penanganan pengaduan
terhadap masalah vang ada di wilavahnva dengan difasilitasi oleh -i3
dan FM. Sebagat pelaku utama pelaksanaan Program UMIJ Plus
Terintegrasi.

4. Proporsional; Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnva. Jika
kasusnva hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannia
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pun harus pada lngkatan prosedur saja. Jika permasalahannyva
berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah arau
kasus ‘sang ditanganit tidak hanya masalah prosedur atau
penvalahgunaan dana saja.
Qoyektif: Sedapar mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangant
secara objektif. Artinva pengaduan-pengaduan vang muncul harus
selalu diay kebenarannya.
Akuntabilitas: Proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah
serta tindak lanjutnyva harus dapat dipertanggsungjawabkan.
Kemudahan, Setiap anggota masvarakat terutama kelompok
perempuan dan Jaki-laki, harus mudah untuk menvampaikan
pengaduan/masalah. Pengadu / pelapor dapat menvampaikan
pengaduan ke jeryang vang paling mudah dijangkau dengan
mengeunakan media/saluran pengaduan vang telah dibangun oieh
program dan/atau vang telah ada di lingkungannvya.
Cepat dan akurat; Setiap pengaduan dan permasalahan perlu
ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi

U,

8.

vang akurar. Untuk itu) penanganan pengaduan dan masalah
diupavakan penvelesalannva pada tingkat yang terdekat.

BAGAN ALUR
PENANGANAN PENGADUAN DAN TEMUAN MASALAH

Pengaduan / Masalah m4

Pelaku Pada
Jenjang Masalah

qT

rely) Silang poe
|

Klarifikasi
|

Benar |

“Tidak LU

Tindak Turun as Jenjang Pelaku
|

Tangan di Stasnya

Selesai
|

|

Tidak Selesai
|

a

Diseminasi Hasil
Penanganan kepada

Masyarakat .

qL
an
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BAB Xl
PENUTUP

Peturyuk Teknis Operasional Prograrn DMIJ Plus Tertntegrasi kahiupaten
[ndragier The, sehagatniana diuratkan pada bab-bab sehelummva, merupakan
panduan penting dalam menginplementasikan Program DMI Plus Terinteprast
dio Kabupaten Indragin tilir bagi berbagai pihak di lapangan, sehingea
pelaksanaan Program DMI Plus Terintegrasi sesuai dengan harapan kita
bersama.

Dengan adanva Petunjuk Tekois Operasional Prograrn DOMId Plus Terintegrasi,
semoga bisa menjadi pedoman dalam impelentasi program, jika dalarn
perjalanat program, ada hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis
Operasional Program [MlJ Plus Terintegrasi, maka dapat mengacu kenada
regulas! vang lebih tinggi.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,
ttd

H. MUHAMMAD WARDAN
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